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Salah satu bidang yang menjadi fokus kajian antropologi adalah pembangunan.

Dalam  perspektif  antropologi, @ pembangunan  adalah  bagian  dari
kebudayaan. Pembangunan adalah eksistensi dari sejumlah tindakan manusia.
Sementara, kebudayaan merupakan pedoman bagi tindakan manusia. Dengan
demikian berdasarkan pemahaman antropologi, pembangunan berorientasi dan

bertujuan untuk membangun masyarakat dan peradaban umat manusia.

Pembangunan berisi suatu kompleks tindakan manusia yang cukup rumit yang
melibatkan sejumlah pranata dalam masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (1980)
bahwa hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Dalam pembangunan,
masyarakat menjadi pelaku dan sekaligus objek dari aktivitas pembangunan.
Keterkaitan atau korelasi antara masyarakat dan pembangunan akan terjadi melalui
pengendalian dari kebudayaan. Di dalam kebudayaan, tatanan nilai menjadi inti dan
basis bagi tindakan manusia. Fungsi elemen nilai (cultural value) bagi pembangunan
adalah untuk mengevaluasi proses pembangunan agar tetap sesuai dengan standar

dan kadar manusia.

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses menata dan mengembangkan pranata-
pranata dalam masyarakat, yang didalam pranata tersebut berisi nilai-nilai dan
norma-norma untuk mengatur dan memberi pedoman bagi eksistensi tindakan
masyarakat. Sejumlah pranata tersebut, antara lain pendidikan, agama, ekonomi,
politik, ekologi, akan membentuk suatu keterkaitan fungsional guna mendukung,
melegitimasi dan mengevaluasi komplek tindakan manusia tersebut. Dengan kata
lain, pembangunan akan menyinggung isu pemeliharaan nilai dan norma masyarakat,

namun sekaligus membuka ruang bagi isu perubahan sosial.

Dewasa ini, praktik pengembangan masyarakat telah bergeser paradigmanya dari
yang awalnya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi
pembangunan yang berparadigma berkelanjutan (sustainable
development). Community development dibuat dan diselenggarakan dengan
bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat dimana transformasi sosial dapat

berlangsung secara berkelanjutan.

Program community development memiliki tiga karakter yang perlu dicermati yang

kesemuanya sangat bersifat adaptif terhadap masyarakat, yaitu community
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based, local resources based, dan sustainable. Dari 3 macam pendekatan tersebut,
ada dua sasaran yang ingin dicapai, yaitu: sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran
kesejahteraan. Sasaran Kkapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya
pemberdayaan (empowerment) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses
produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity), dengan
tidak membedakan status dan keahlian, kemananan (security), keberlanjutan
(sustainability) dan kerjasama (cooperation), semuanya berjalan simultan. Sehingga
dengan adanya upaya-upaya tersebut maka sasaran kedua dapat dicapai yaitu

kesejahteraan masyarakat.

Peran Ilmu Antropologi Dalam Pembangunan
I believe we have seen that a knowledge of antropology may guide us in many of our
policies

(Franz Boas)

Peran Antropologi

Antropologi mempelajari manusia dan segala aspeknya. Antropologi berperan
memecahkan masalah manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Antropologi
dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk membuat kebijakan pada suatu
permasalahan pada pembangunan Indonesia dan ikut serta dalam perencanaan
program pemerintah. Dalam buku Antropological Praxis: Translating Knowledge Into
Action, Robert M. Wulff and Sherly J. Fiske yang diterbitkan pada tahun 1991
menyebutkan antropologi harus bekerja dalam seluruh tahap proyek pembangunan.
Ada tahap yang harus dilakukan (Marzali: 2005). Meneliti, cari dan menentukan
kebutuhan masyarakat. Memformulasikan kebijakan dan memilih alternatif solusi
atas masalah yang dihadapi masyarakat. Merencanakan dan melaksanakan proyek

sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan.

Menilai hasil kerja proyek melalui riset evaluasi.

Penelitian yang dilakukan oleh para antropolog harus berdasarkan observasi yang
mendalam tentang keadaan masyarakat dan membuat suatu alternatif kebijakan
terhadap masalah yang terjadi dengan mengetahui sektor-sektor dan unsur-unsur

yang ada dalam masyarakat.



Kultur Dalam Orientasi Pembangunan

Antropologi mempelajari kultur dalam masyarakat. Kultur diwujudkan dengan
ideational dan behavioral. Ideational membentuk perilaku yang khas dalam
masyarakat dan behavioral melihat bagaimana tingkah laku yang berjalan dalam
masyarakat. Kultur membentuk masyarakat dalam bertindak dan mempengaruhi
bagaimana masyarakat ikut serta dalam pembangunan. Koentjaraningrat pernah
mengatakan istilah kebudayaan, sistem nilai budaya dan sikap mental adalah
termasuk ke dalam konsep kultur, menurut aliran cultural developmentalism
(2005:19). Penguasaan akan konsep kultur sesuatu yang mendasar keperluannya bagi
antropologi. Antropolog mengenalkan keadaan dunia luar tanpa meninggalkan kultur
yang ada dalam masyarakat dan mengatasi hambatan berupa adat istiadat dan sikap
mental yang kolot, pranata-pranata sosial dan unsur-unsur kebudayaan tradisional,

harus digeser disesuaikan dengan kultur kemajuan demi keperluan hidup masa kini.

Kebijakan Pembangunan

Pembangunan dikonsepsikan sebagai usaha untuk kemajuan ekonomi yang berarti
keluar dari kemiskinan. Pembangunan ekonomi harus melihat aspek kultural dalam
melihat keanekaragaman masyarakat dalam sebuah negara. Pembangunan sebuah
negara berbeda dengan pembangunan negara lain. Pembangunan melihat dari
pembangunan materi nan non-materi. Sosial budaya masyarakat harus dilihat apakah
ikut menyebabkan kemiskinan dalam negara. Paradoks dan krisis pembangunan
timbul dari kesalahan melihat kemiskinan yang dilihat dari budaya sebagai sama
dengan kemiskinan material dan pertumbuhan produksi barang dianggap secara lebih
baik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kenyataannya proses pembangunan
mengakibatkan air, tanah subur dan plasma nuftah langka (1997:17). Pembangunan
juga harus melihat efek yang ditimbulkan, ide pembangunan bisa mengakibatkan
gangguan dan kerusakan dalam lingkungan. Saya setuju dengan pandangan Marx
bahwa bangunan bawah yaitu sistem produksi dan distribusi sumber daya alam
menentukan bangunan atas sistem sosial politik dan sistem budaya manusia.
Kebijakan pembangunan harus melihat keadaan dalam masyarakat. Masyarakat
sebagai modal dalam pembangunan. Masyarakat harus saling mendukung dalam
pembangunan. Masyarakat menentukan keadaan sistem sosial dan keadaan

pembangunan suatu negara.



Keberadaan bangunan bawah dimanfaatkan sebagai penghasil keuntungan dalam
pembangunan. Bangunan bawah sebagai modal dalam pembangunan seperti yang
dikatakan Fukuyama bahwa Ekonomi kapitalis yang sehat adalah sebuah ekonomi
dimana terdapat cukup modal sosial dalam masyarakat bawah yang memungkinkan
berjalannya berbagai bisnis, korporasi-korporasi dan semacamnya untuk
mengorganisasi diri sendiri (2002: 517).

Pembangunan diumpamakan sebagai pohon. Pemerintah tidak melihat akar yang bisa
mendukung asupan untuk kekuatan batang pohon yang dapat menghasilkan daun dan
buah dari sebuah kebijakan pembangunan. Masyarakat yang berada didaerah atau
regional menjadi korban dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah menetapkan
program regional dengan menggabungkan tujuan pemerataan yang lebih luas dan
keseimbangan regional. Sebagian besar kebijakan regional ditanding oleh program
nasional yang memiliki kecendrungan yang mendorong pertumbuhan kota saja
(1996:259).

Hal ini didukung dengan pendapat Marx “Kalian miskin bukan karena apa yang bisa
dan tidak bisa kalian lakukan, bukan karena dosa warisan atau kehendak tuhan atau
karena nasib buruk. Kalian miskin karena kondisi politik dan ekonomi yang buruk.
Kondisi ini di sebut kapitalisme”(2003: 25). Pemerintah sebagai tempat ekonomi dan
politik yang buruk. Kebijakan pembangunan hanya menguntungkan pertumbuhan
pusat saja. Pengenalan kebijakan dengan menggunakan teknologi dan pengenalan
mode produksi pertanian modern yang dikenal dengan revolusi hijau oleh
pemerintah, tidak bisa membangkitkan pertumbuhan pendapatan malah merusak
sistem pertanian. Hal ini sesuai dengan pendapat Lyotard bahwa keinginan untuk
makmur lebih dari keinginan untuk memperoleh pengetahuan yang awalnya
memaksa teknologi menjadi bentuk perintah perbaikan kinerja dan realisasi produk
(2004:96). Kebijakan yang dipaksakan sungguh tidak efisien dalam suatu
pembangunan. Kegagalan menjadi sebuah peljaran untuk mencari cara yang baik

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Pertanian Indonesia.

Antropolog berperan dalam perencanaan pembangunan Indonesia. Antropolog dapat
menerapkan pengetahuan yang dimiliki dengan melakukan penelitian dan proses
analisis berperan dalam membantu pembuatan kebijakan sesuai dengan

permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Masalah perubahan sosial ekonomi,



aspek ekologi, dinamika sosial budaya, hubungan antar masyarakat kota dan struktur
sosial indonesia.

Pertanian merupakan bagian dari unit ekonomi yang penting di Indonesia. Indonesia
di kenal dengan negara agararis. Julukan negara agraris bukan berarti Indonesia tidak
mempunyai permasalahan dalam bidang agraria. Pertanian yang pada awalnya
sebagai mode produksi subsisten berubah menjadi product untuk dijual dalam sistem
pasar. Produksi pertanian bertujuan untuk memperoleh uang. Perubahan sosial yang
terjadi dengan tidak adanya rasa kebersaman antara petani. Pemilik lahan sebagai
orang yang berkuasa untuk menggerakkan buruh dengan sistem upah. Kebersamaan
sebagai modal sosial semakin menghilang. Bukan hal yang aneh orang kelaparan di
lumbung padi.

Antropologi dapat meihat permasalahan tersebut sebagai pembuat langkah kebijakan.
Dalam buku Theories Of Development, Richard Feet dan Elaine Hartwick
menerangkan tentang strategi dalam pertanian berpendapat “Progress in agriculture
was thought to be essential for providing food and raw material, yealding saving and
tax revenue, for development elsewhere in an economy, earning foreign exchange, and
forming a market for industrial goods. intersectoral relations, between industry and
and agriculture would determine the course of structural transformation in a
developing economy (1999:44). Pertanian harus memajukan petani dalam
memperoleh keuntungan dan mengakses kedalam sumber daya yang produktif.
Hasil surplus produksi pertanian yang meningkat harus dapat dialihkan pada
golongan-golongan sosial yang mampu untuk mengubah surplus menjadi modal kerja
untuk membangun dengan menginvestasikan dengan berhasil guna ke dalam usaha
non-pertanian, sehingga diperoleh tabungan sebagai akumulasi modal
(koenjaraningrat:1990)

Contoh aplikasi pembangunan pertanian: Garut sebagai daerah miskin. Garut
memiliki lahan pertanian. Antropologi dapat berperan mengetahui keadaan apa yang
menyebabkan Garut sebagai daerah miskin dan membuat perencanaan pembangunan
Garut. Sukabumi sebagai lumbung padi tetapi terdapat bagian dari masyarakat yang
tidak bisa beli beras. Antropologi dapat mencari tahu kenapa ada orang yang
kelaparan di lumbung padi. Kedua permasalahan tersebut dapat dijadikan sebuah
penelitian untuk dijadikan penentuan kebijakan guna pembangunan pada dua daerah

itu pula.
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Keterbatasan Lingkungan dan Keberingasan Sosial !

S. Boedhisantoso

{Universitas Indonesia)

Abstract

The author looks into the problem of vielent conflicr and shows its links 10 a nember of
factors which include indusirialization; crime; social, economic and political pressure; po-
lice violence and sociel entropy, Population pressures have led to environmental scarcity,
leaving some proups with no ability fo compete for resources. The larger part of the popula-
tion lacks capital, as well as strategies for acquiring needed resources. These conditions
invite violent conflict, as the less fortunate turn to violent action to survive. The problem is
made worse by an industrialization withour erhics, whereby the absence of guidelines for
healthy competition increases the pap between capital holders and the larger population. At
present, many of the conflicis that arise are attributed to social disequilibrium, and not to the
rise in demand for basic needs. The author argues thar a totally equilibrious state does not
and can not exisi, even in hunter and gatherer societies that are purporied to be egalitarian.
Therefore, he suggests that what is needed are social instivutions that can guarantedd social

justice, political democracy and cultural freedom instead.

Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang
menghadapi masa sulit yang diakibatkan oleh
tekanan lingkungan yang sangat kuat. Dampak
krisis tersebut tidak terbatas pada kehidupan
ekonomi, tetapi meluas hampir ke seluruh sekior
kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat
pada umumnya, Salah satu gejala sosial yang
menenjol dalam suasana krisis it adalah
keberingasan sosial yang melanda hampir di
selurub tanah air. Penjambretan dan pencurian
kecil-kecilan sampai pada perampokan dan
penjarahan secara terbuka yang disertai
penganiayaan ataupun tidak, telab menjadi
bahan berita yang memenuhi media massa.

' Tulisan ini disajikan dalam Sesi “Lingkungan Hidup
dan Pelestarian Budaya' dalam seminar *Memasuki
Abad ke-21: Antropologi Indenesia Meoghadapi Krisis
Budaya Bangea', 6-8 Mei 1999, Pusat Stwdi Jepang,
Kampus Universitas Indonesia, Depok.
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Belum lagi perkelahian antarpelajar dan
antarkampung yang terjadi setiap hari yang
menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
Bahkan, dalam dua bulan terakhir ini terjadi
amuk massa vang melibatkan beberapa suku
bangsa di Maluku dan Kalimantan Barat.
Sesungpubnya, keberingasan sosial itu
harus ditanggulangi sedini mungkin secara
bersungguh-sungguh dan berkelanjutan,
karena keberingasan sosial bagaikan wabah
yang dapat menjalar setiap waktu ke segaly
penjuru- tanah air. Mamun, dihadapkan dengan
gejolak sosial yang demikian, seolah-olah
aparat keamanan dan pemerintah kehilangan
daya tangkal dan cenderung terseret untuk ikut
melakukan tindak kekerasan, Dimulai dengan
pengerahan penembak misterius, sampai
penculikan dan penembakan di tempat. Kalay
pun kerusuhan itu dilakukan secara massal dan
sulit ditanggulangi dengan cepat dikatakan
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schagai ulah provokator yang tidak pernah
tertangkap dan diadili.

Kecenderungan mencari kambing hitam
dalam bentuk provokator justru memicu
kckerasan massal semakin marak, karena
provokator itu tidak pernah tertangkap dan
diseret ke pengadilan. Seolah-olah provokator
itu mirip dengan agent provocalenr yang
diorganisasi untuk menakut-nakuti ataupun
menekan rakyal yang menuntut Keadilan
(Andreski 1971). Sementara itu, penyelesaian
ala reklame rokok ‘Bukan Basa-basi’ dengan
upacara yang dihadiri oleh tokoh masyarakat
dan ulama lebih sering dilakukan tanpa
menyentuh akar masalah yang ditabukan
karena alasan berbau SARA.

Banyak orang cenderung mengambing-
hitamkan krisis moneter dan ekonomi sebagai
penyebab kerusuhan sosial yang berlarut-larut.
Dalam kenyataannya, walaupun krisis moneter
dan ekonomi itu melanda hampir seluruh dunia,
dampaknya tidak sehebat dan separah di Indo-
nesia. Banyak negara di dunia yang mengalami
bencana serupa, termasuk negara industri maju,
seperti Jepang dan Korea Selatan. Namun,
kemampuan bangsa Indonesia  untuk
mengatasinya justru jauh tertinggal. Bahkan,
apabila dibandingkan dengan scsama negara
yang sedang berkembang, seperti Malaysia,
Thailand, dan Philipina, Indonesia masih sangat
rapuh.

Ada berbagai alasan yang bersifat defensif
untuk menjelaskan kelambanan masyarakat ke
lear dari krisis ekonomi yang meluas
dampaknya pada kehidupan sosial, politik, dan
keamanan. Sementara pihak beralasan bahwa
besarnya jumlah penduduk dan kemajemukan
masyarakat yang tersebar luas di kepulavan
musantara itulah yang menjadi penghambat
penanggulangan. Ada pula yang mengemuka-

kan, alasan krisis kepemimpinan setelah
tergulingniya pemerintahan Socharto sebagai
shab yang menghancurkan kepercayaan
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masyarakat terhadap pemerintah untuk
mengatasinya dengan cepat dan tepat.

Dalam kekalutan menghadapi tekanan
hidup, masyarakat cenderung uniuk mencari
jalan pintas sesuai dengan kemampuan
bertindak masing-masing tanpa menghiraukan
tatanan sosial yang ada. Kecenderungan itu
memperburuk keadaan, sehingga menimbulkan
kesan terjadinya kelumpuhan (social emtropy).
Tindak kekerasan menjadi model penyelesaian
konflik yang menghidupkan kembali hukum
rimba the survival of the finest,

Tulisan ini akan mengulas masalah
munculnya keberingasan sosial dalam
kaitannya dengan situasi kompleks yang terjadi
di tanah air dewasa ini. Tekanan lingkungan
vang dihadapi penduduk terkait dengan
berbagai aspek yang lain, yaitu bangkitnya
industrialisasi; masalah kejahatan; tekanan
lingkungan sosial, politik, dan ekonomi; tindak
kekerasan oleh aparat keamanan; lerjadinya
kelumpuhan sosial serta implikasinya lebih jauh
bagi pemberdayaan masyarakat dan kebebasan
budaya.

Tekanan lingkungan

Tindak kekerasan yang berlangsung di
Indonesia dewasa ini mengingatkan kita pada
hipotesis Dixon {(1997) tentang kebénngasan
sosial (violent conflict) yang discbabkan oleh
pertambahan jumlah penduduk yang semakin
tinggi angkanya dan semakin cepat temponya.
Sementara itu, sumber daya dan lingkungan
lerbatas (envirenmental scarcity), schingga
memacu orang untuk memperebutkannya.
Sesungguhnya, selama 4 juta tahun manusia
mengalami kehidupan yang relatif stabil,
MNamun, sejak berbagai penemuan dan rekayasa
teknologi yang mempermudah kehidupan
10.000 tahun yang lalu, manusia mengalami
berbagai tantangan dan kemudahan silih
berganti, karena pola-pola hubungan dengan
lingkungan vang mereka kembangkan.
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Tantangan kemajuan peradaban itu
semakin hari semakin berat dan semakin sering
dialami manusia sejak pertengahan abad ke-19,
yaitu sejak perkembangan industri yang
memperkenalkan sistem produksi secara massal
yang didukung dengan penerapan teknologi
maju ity telah menimbulkan tantangan baru
untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk
yvang semakin besar jumlahnya.

Sebagai ilustrasi, besaran dan percepatan
pertambahan jumlah penduduk dunia dapat
diikuti dengan melihat kenyataan bahwa pada
1992 tercatat 5,48 miliar jiwa. Pada 1998 jumlah
itu meningkat menjadi 6 miliar jiwa dan pada
2001 diperkirakan jumlahnya akan mencapai 9
miliar. Menurut perhitungan selama 100 ahun
pertama {1830-1930), jumlah penduduk dunia
meningkat sampai dengan | miliar. Untuk
mencapai pertambahan penduduk sebanyak |
miliar berikuinya, hanya diperlukan wakw 30
tahun (1930-1960). Namun, untuk tambahan |
miliar berikutnya hanya diperlukan 15 tahun
{1960-1975). Bahkan, untuk pertambaban |
miliar berikutmya cukup 12 dan 10 tahun secara
berturutan. Dengan mengacuy pada anghka-
angka tersebut dapat diproyeksikan bahwa
penduduk dupia pada tahun 2100 akan
mencapai 11,2 miliar. Dengan demikian, manusia
kembali dipacu untuk meningkatkan intensitas
pengolahan sumber daya atau memperketat
persaingan unluk mempercbutkannya,

Pengembangan sistem perladangan yang
bermula pada 3000 SM telah mengakibatkan
pembabatan hutan dunia. Keganasan manusia
membabat hutan berlanjur hingga hutan di
Yunani mengalami kepunahan pada abad ke-3
SM, disusul dengan kehancuran hutan di Cina,
Timur Tengah, Eropa, dan Afrika Utara sejalan
dengan perluasan kegiatan masyarakat dan
peradabannya. Di Asia Tenggara, pembabatan
hutan mulai dilakukan secara intensif untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa akan
kayu. Sejak paro kedua abad ke-19 dan awal
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abad ke-20 diperkirakan 230 juta ha butan akan
habis dibabat. Pada tahun 1989 hutan yang
dibabat di Asia Tenggarn tercatat 60 juta ha,
sedangkan di Indonesia hutan yang dibabat
setiap tahunnva sejumlah 600,000 ha sejak
pembangunan nasional. Dapat dibayangkan
betapa besar kesengsaraan penduduk setempat
dan mereka yang tergolong miskin, karena
hutan merupakan sumber mata pencaharian dan
makanan utama mereka (baca Poffenberger
1990

Pembabatan hutan itu tidak hanya
mempercepat penyusutan sumber daya dan
muiu lingkungan alam, tetapi juga
menghancurkan lingkungan sosial yang sangat
berarti bagi kehidupan penduduk setempat.
Fungsi sosial kelembagaan adat yang
dikembangkan atas dasar hubungan manusia
dengan lingkungan hutan sebagai kawasan
permukiman penduduk tidak dihormati oleh
pemegang HPH. Kearifan lingkungan {ecologi-
cal wisdom) vang selama ini dipegang teguh
sebagai pedoman dalam pengolaban sumber
daya hutan secara berkelanjutan diabaikan oleh
pemegang HPH yang tujuan utamanya
mengejar keuntungan materi tanpa mem-
pedulikan kepentingan penduduk setempat,
Tidaklah mengherankan kalav tindak
sewenang-wenang pemegang konsesi HPH ity
mengundang reaksi keras dan kadang-kadang
disertai tindak kekerasan dari penduduk yang
merasa hak hidupnya dirampas. Sayang sekali,
perlawanan penduduk itu dengan mudah
dipatahkan oleh pemegang HPH yang memiliki
segala keunggulan,

Apabila dicermati, keberingasan sosial it
sesungguhnya merupakan akibat logis dari
tekanan lingkungan yang melanda masyarakat
Indonesia sebapai bagian vang tidak
terpisahkan dari perkembangan lingkungan
global. Pertambaban penduduk pada awal abad
ke-21 yang samgat pesat itu berarti semakin
banyak mulut yang memerlukan makan. Oleh
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karena itu, masyarakat manusia dipacu untuk
memperluas lahan penanian atan meningkatkan
intensitas pengolahan lahan guna memenuhi
kebutuhan pangan. Akibatnya, persediaan
sumber daya maupun mutu lingkungan dengan
cepatnya merosol  (matural depletion).
Manusia harus mengorbankan hutan cadangan
dan resapan air, sehingga mempercepat
kemerosotan kesuburan tanah pertanian dan
menggangeu keseimbangan lingkungan (eco-
fogical equilibrinm).

Belum lagi terhitung meningkainya
kesejahteraan yang senantiasa dikuti dengan
meningkatnya kebutuhan hidup dalam jumlab,
ragam, dan mutunya. Dampak meningkatnya
kesejahteraan  terhadap  keseimbangan
lingkungan hidup itu biasanya jauh lebih besar
daripada dampak meningkatnya jumlah
penduduk, Sebagai gambaran nyata, jumlah
penduduk Amerika Serikat selama 86 tahun
(1880-19066) tercatar 4 kali lipat dari jumlah asal.
Namun, kebutuhan hidup mereka meningkat
hingga 12 kali lipat scjalan dengan pesatnya
peningkatan kesejahteraan yvang mercka alami,
Tidaklah mengherankan kalau dewasa ini
diperkirakan hanya 153% penduduk dunia yang
menikmati kehidupan secara berkecukupan,
kalau tidak dapat dikatakan berlebihan.
Sementara itu, sebagian terbesar penduduk
{60%) hidup serba berkekurangan, kalau tidak
dapat dikatakan miskin. Selebihnya (25%),
hidup sedikit di atas garis kemiskinan.

Dalam persaingan mempercbutkan sumber
daya dan lingkungan hidup, mercka yang
memiliki keunggulan modal, teknologi, dan
organisasilah yang akan ke luar sebagai
pemeénang. Sayangnya, sebagian terbesar
penduduk hidup dalam kemiskinan yang tidak
terbatas hanya pada kekurangan modal, tetapi
juga dalam pilihan strategi untuk memperebut-
kan sumber daya vang diperlukan guna

menyangga hidup mereka. Akibatnya,
sthagian besar sumber daya yang diperlukan
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uniuk memenuhi hajat hidup orang banyak
justru tergenggam dalam sejumlabh kecil
pengusaha kaya yang memiliki modal besar,
pengarub, dan kekuasaan politik yang kuat,
serta organisasi yang mantap. Sebaliknya,
sebagian besar penduduk semakin terpuruk
dan tergusur dari lingkungan permukiman
mereka dan harus mengembangkan kemampuan
untuk menyesuaikan diri, secara perorangan
maupun kolekuf (individual adjustment dan
social adaptation) dengan lingkungan bary
yang penuh tantangan.

Dihadapkan pada kondisi yang kurang
menguntungkan itw, masyarakat miskin akan
mengalami dampak yang paling berat, karena
mereka tidak berdaya untuk bersaing dan
menghadapi tantangan secara menguntungkan,
Selain kelemahan ckonomi, pendidikan mereka
pada umumnya rendah dan pilihan strategi
adaptasi yang dapat dikembangkan terbatas.
Belum Jagi terhitung keterbatasan jaringan
sosial politik yang mereka kuasai, sehingga
perlawanan mereka dengan mudah dipatahkan
oleh pilak Juar yang biasanya memiliki berbagai
keunggulan untuk bersaing.

Tekanan keterbatasan lingkungan (envi-
renmental scarcity) dan ketidakberdayaan
sebagian besar penduduk dalam memperebut-
kan sumber daya dan lingkungan yang sehat
itu biasanya memancing pertikaian sosial yang
disertai kekerasan (vielent conflict) apabila
tidak ditanggulangi dengan sungguh-sungguh
dan berkelanjutan,

Sesunggubnya, gejala akan terjadinya
pertikaian disertai kekerasan di Indonesia
sudah terasa sejak 10 tahun terakhir, Saat ity,
kesenjangan sosial semakin lebar dan dalam
akibat pertumbuban ekonomi yang tidak
ditopang dengan pengembangan pranata
sosial yang memperlancar masyarakat untuk
ambil bagian secara menguntungkan. Kebijakan
uniuk mengejar periumbuban ekonomi dengan
memperbesar produksi barang impor yang
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menjadi kebutuhan masyarakat justru memicu
pengusaha untuk mendatangkan mesin pabrik
vang canggih dan bahan mentah pendukung
industri dari luar negeri yang mahal harganya.
Akibatnya, biaya industri harus ditekan sekecil
mungkin, khususnya upah buruh, untuk
memperbesar perolehan keuntungan materi.

Strategi menekan upah burub itu mendapat
dukungan pemerintah yang mengejar per-
tumbuhan ekonomi untuk memperbesar ‘kue
nasional’ tanpa menghiraukan kepentingan
schagian besar penduduk yang justru memerlu-
kan perhatian dalam pembangunan. Dengan
demikian, penderitaan mercka yang kurang
beruntung semakin berat, karena selain tidak
mampu bersaing, banyak di antara mereka
tergusur dari tempat bermukim dan sumber
nafkah, Sementara itu, peluang kerja semakin
menyusut, karena penggunaan mesin-mesin
canggih yang lebih mengandalkan sumber
energi nonhewani.

Jelaslah bahwa tekanan lingkungan tidak
terbatas pada lingkungan alam. Yang lebih kuat
mendera masyarakat adalah tekanan ling-
kungan sosial yang mencakup ekonomi, politik,
dan kebudayaan. Selain keterbatasan sumber
daya dan lingkungan alam, masyarakal meng-
hadapi keterbatasan dalam mengembangkan
usaha untuk ikwt serta dalam pengendalian
sosial maupun dalam mengembangkan
kreativitas menanggapi tantangan zaman,
Banyak petani kecil yang terpaksa meninggal-
kan usahanya yang selama ini ditekuni secara
tradisional, karena mereka tidak mampu
membayar harga sarana produksi pertanian
secara modern ataupun karena tanah perfanian-
aya telah beralih fungsi demi pembangunan.
Berdasarkan perkiraan yang mendekati
kebenaran, sejak 1990 sckitar 30,000 ha setiap
tahun terjadi peralihan fungsi tanah pertanian
di Jawa dan Bali, Di Jawa Barat tercatat sekitar
10%-11% tanah pertanian yang beralih fungsi
selama 10 tahun (1984-1994).
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Terlepas dari kecilnya uang pengganti
kerugian yang tidak memungkinkan petani
membeli tanah pengganti yang terpaksa dilepas
demi pembangunan, banyak di antara mereka
yang tidak berdaya untuk beralih profesi.
Demikian pula banyak pengusaha kecil yang
terpaksa gulung tikar, karcna tidak mampu
bersaing dengan pengusaha besar yang
merambah bidang usaha kecil yang dikelola
secara tradisional. Akibatnya, mereka yang
biasa menjadi karyawan yang mandiri (self-em-
ployed labory terpaksa bekerja  untuk
mendapatkan upah dengan disiplin yang
diberlakukan oleh pihak luar atau pimpinan
perusahaan tempat bekerja.

Industrialisasi dan kejahatan

Sesungguhnya perubahan lingkungan
hidup dalam arti luas it pernab dialami oleh
masyarakat Eropa Barat pada masa revolusi
industri sekitar pertengahan abad ke-19.
Penemuan mesin uap lidak hanya memacu
kemajuan teknologi yang dapat mengubah
sistem produksi utama, tetapi juga merangsang
perkembangan nilai-nilai dan pemikiran dalam
masyarakat yang bersangkutan. Dengan
peralatan dan teknologi maju yang dikuasai-
nya, manusia semakin yakin akan kedudukan-
nya sebapai makhluk dengan derajat tertinggi.
Kevakinan bahwa man makes himself terus
memacu  manusia  untuk  menguasai
lingkungannya dengan berbagai penemuan
dan rekayasa yang dapat meningkatkan
kesejahteraan di muka bumi. Namun,
kepercayaan terhadap teknologi yang mereka
kembangkan itu mempengaruhi pemikiran
mercka yang scolah-olah tiada hambatan yang
tidak mungkin diatasi. Ungkapan Jawa dengan
tepat melukiskan keyakinan manusia, vaitu
rawg-rawe rantas, malang-malang putung.

Hal ini mengingatkan kita pada pendapat
Tiger (1987) bahwa persaingan dalim
memperebutkan sumber daya dalam industri-
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alisasi tanpa diikuti dengan perkembangan etika
yang mendukungnya justru akan menghasilkan
kejahatan. Sayangnya, tidak banyak yang
menyadari adanya kebutuhan akan etika
industri untuk mengendalikan penerapan
teknologi maju yang cenderung eksploitatif
dan ekspansif itu. Akibatnya, sebagian
terschar masyarakat pedesaan yang masih
terikat kuat oleh tradisi masyarakat agraris tidak
mampu bersaing menghadapi masyarakat
perkotaan yang telah mengembangkan nilai-
nilai budaya merkantil, materialistis, dan
kompetitif dalam mengolah sumber daya secara
massal. Persaingan vang tidak berimbang tanpa
etika scbagai acuan bersama memicu masing-
masing pihak yang terlibat untuk menghalalkan
segala cara guna mencapai tujuan, Karena itu,
Tiger sampai pada kesimpulan bahwa industri-
alisasi tanpa diimbangi dengan pengembangan
etika sebagai kendali akan menghasilkan
kejahatan, sebagaimana diungkapkan dalam
bukunya The Manufacrure of Evil (1987).
Dengan teknologi maju, manusia menjadi
lebih agresif dalam mengusik permukaan,
penampilan, maupun kelestariannya, Hal ini
mempengaruhi pola-pola hubungan manusia
dengan lingkungannya yang menolak
keterbatasan daya dukung lingkungan alam
(nature’s inevitabiliry). Pengurasan sumber
daya yang dilakukan secara besar-besaran
disertai pencemaran lingkungan oleh pabrik-
pabrik yang bekerja siang malam telah
menimbulkan pencemaran udara (smeke pipe
problem). Belum lagi terhitung limbah cair dan
padat buangan pabrik serta limbah kimia lain
yang berbahaya. Dampak industrialisasi yang
kebih parah, ialah rusaknya lingkungan sosial
yang merusak kelembagaan oleh persaingan
yang tidak sehat, karena lambannya per-
kembangan etika industri. Penerapan teknologi
maju yang berhasil mengubah sistem produksi
wama tanpa aturan main yang disepakati
sehagai pedoman bersama hanya akan
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menghasilkan malapetaka yang berke-
panjangan.

Industrialisasi yang ditopang dengan
penerapan teknologi maju itu sangat mahal
biayanya. Qleh karena itu, tidak banyak warga
yang mampu mengembangkan usaha karena
keterbatasan modal. Lagi pula, modal besar
yang ditanamkan harus dikelola secara intensif
dengan pengerahan tenaga kerja terampil dan
ahli untuk mendapatkan keuntungan material
secara optimal. Karena ilu, para pengusaha
senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi
dan produktivitas kerja perusahaan mereka
dengan mengambil alih nilai-nilai budaya
merkantil, materialistis, dan kompetitif.
Akibatnya, para pengusaha cenderung untuk
menerapkan teknologi secara eksploitatif dan
ekspansif tanpa mengenal batas waktu dan
batas lingkungan.

Mereka berlomba-lomba menguasai
sumber daya dan mengolahnya secara besar-
besaran untuk mengejar keuntungan materi
tanpa memperhatikan masyarakat dan kearifan
lingkungan mereka (ecological wisdom).
Penerapan nilai-nilai budaya masyarakat
industri vang berkesenjangan (disequilibrions
sociery) oleh sementara pengusaha it
menimbulkan benturan budaya pada masya-
rakat setempat yang pada umumnya masih
terikat kuat oleh tradisi masyarakat agraris yang
berkeseimbangan (eguilibrions sociery).
Dengan demikian, industrialisasi menuntut
pengembangan etika atau himpunan tata cara
yang mengarahkan apa yang baik atau yang
buruk, yang benar atau yang salah, yang layak
atau yang tercela, dan yang lubur ataw yang
jahat dalam menerapkan teknologi maju sebagai
pedoman bersama.

Kenyataan sosial itu mengingatkan pada
pendapat Chodak (1973) yang menyatakan
bahwa perkembangan ekonomi akan senantiasa
diikuti oleh perkembangan pola-pola hubungan
sosial yang membentuk struktur dan fungsinya.



Karena itulah, pedoman bersama atas dasar
kesepakatan sosial yang baru perlu dikembang-
kan. Tanpa pedoman yang disepakati bersama
niscaya industrialisasi tidak dapat membantu
meningkatkan kesejahteraan penduduk secara
lebih luas.

Akulturasi dan kelumpuhan sosial

Sesungguhnya, sebagian besar masya-
rakat Indonesia masih terikat kuat oleh tradisi
agraris yang berkembang atas dasar ekonomi
subsistensi (subsistenr economy). Dalam
mengolah sumber daya, masyarakat berusaha
sekadar memenuhi kebutuhan hidup keluarga
sehari-hari dengan menerapkan teknologi
sederhana. Nilai-nilai budaya dan pranata
sosialnya lebih menekankan pada keseimbang-
an, keserasian, dan keselarasan hubungan
dengan lingkungannya (ecological equilib-
rirer), Karena itu, mereka tidak mudah bersaing
menghadapi pengusaha yang berusaha
mengejar keuntungan materi dengan segala
keunggulan modal, teknologi, dan organisasi
dalam menguasai sumber daya dan mengolah-
nya sccara besar-besaran untuk menghasilkan
surplus vang mendatangkan keuntungan
materi. Pada umumnya mereka masih hidup
dalam kelompok-kelompok sosial vang relatf
kecil, homogen, dan tertutup, Karena itu,
organisasi sosial yang mercka kembangkan
masih terbatas pada lingkungan kerabat (intra
Samily organizarien), sehingga mempersulii
mereka untuk mengembangkan usaha yang
menuntut pengeérahan tenaga kerja terampil dan
ahli tanpa memperhatikan asal-usul dan
hubungan kerabat. Setiap warga saling
mengenal  dan mewujudkan  pola-pola
hubungan antar-perorangan (inferpersonal
relation}, schingga mempersulit perluasan
jaringan sosial dalam pengembangan usaha
uniuk menjangkan pasar.

Di lain pihak, para pengusaha yang
bermodal besar telah menyerap nilai-nilai
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budaya dan norma-norma sosial masyarakat
industri vang menghargai efisiensi dan
produktivitas tinggi dalam kerja. Mereka
biasanya hidup di perkotaan dengan
masyarakatnya yang relatif besar, terbuka, dan
heterogen. Kareng itu, mercka harus me-
ngembangkan organisasi sosial yang jauh
jangkavannya ke luar lingkungan kerabat (ex-
ira family organization) dan bertumpu pada
pola-pola hubungan sosial yang bersifat im-
personal (impersonal relation),

Perbenturan antardua sistem kebudayaan
yang berbeda itu, tak diragukan, dapat
memperkeruh dampak tekanan lingkungan.
Pengolahan sumber dayva alam secara besar-
besaran bukan hanya mempercepal penyusut-
an persediaan dan mutu lingkungan, namun
juga menggusur penduduk yang Kkurang
beruntung dari lingkungan hidup dan bidang
usahanya tanpa perlindungan, Terdesak oleh
meningkatnya kebutuhan hidup yang
dirangsang oleh kegiatan pedagang, penduduk
pedesaan cenderung untuk meningkatkan
intensitas pengolahan sumber daya tanpa
menghiraukan kearifan lingkungan (ecological
wisdom) yang selama ini berlaku sebagai acuan
dalam membina hubungan dengan lingkungan-
nya. Oleh karena i, tekanan lingkungan tidak
hanya disebabkan oleh pengurasan sumber
daya oleh pengusaha yang menerapkan
eknologi maju, tetapi diperparah oleh cara-cara
pengolaban sumber daya oleh masyarakat huas
yang tidak mempunyai pilihan lain dalam
memenuhi kebutuhan hidup yang terus
meningkat. Namun, persaingan yang lidak
berimbang itu selain memperlebar dan
memperdalam Kesenjangan sosial juga
membangkitkan kecemburuan yang memicu
tindak kekerasan. Sebagaimana dikemukakan
oleh Tiger (1987), industrialisasi yang tidak
dibarengi dengan pengembangan  etika
sebagai pedoman dalam persaingan yang schat
hanya menghasilkan kejahatan,
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Hal ini sejalan dengan  pendapat
Schumacher (1973) bahwa pembaharuan
teknologi akan menimbulkan dampak perubah-
an pada masyarakat vang bersangkutan,
Dampak penerapan teknologi barw it tidak
berhenti pada sistem produksi secara netral,
karena ia membawa serta perangkat ctika
ekonomi, sosial, kebudayaan, dan sistem
kognitif yang terkait. Schumacher berpendapat
bahwa penggerak perkembangan sosial itu
sesungguhnya bukan teknologi yang baru
diperkenalkan, melainkan politik. Karena itu,
penerapan teknologi maju untuk mempercepat
proses pembangunan di Indonesia tanpa
disadari telah memacu akulturasi tanpa
kesiapan sosial. Akibatnya, terasa muncul
sejala kelumpuhan sosial dalam menghadapi
perubahan yang berlangsung cepat dan
melanda hampir segenap sektor kehidupan,

Kelumpuhan sosial

Dalam berlomba untuk menguasai sumber
daya dan lingkungan yang sehat tanpa kendali
etika, masvarakat cenderung menghalalkan
segala cara untuk mencapai tujuan. Tatanan
sosial yang ada seolah-olah mengalami
kelumpuhan {social entropy) sebapai acuan
dalam mengatasi perkembangan sosial,
ekonomi, dan politik vang berlangsung amat
cepat. Setiap pihak cenderung bertindak sesuka
hatinya sesuai dengan kemampuan masing-
masing. Biasanva mereka vang memiliki
berbagai keunggulanlah yang ke luar sebagai
pemenang dalam menguasai sumber dava yang
diperlukan orang banyak, Terdesak oleh
kebutuhan tanpa daya, masvarakat yvang
kurang beruntung cenderung memilih tindak
kekerasan sebagai cara untuk bertahan.

Sesungguhnya, dalam menghadapi
keputusasaan yang mendalam akibat tekanan
hdup yang sanpat berat biasanya keinginan
manusia untuk mencapai kehidupan yang indah
sgmakin besar. Lazimnya manusia mempunyai
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tiga (3) pilihan strategi, yaitu pertama, bekerja
keras untuk memperbaiki keadaan, kedua,
melarikan diri dari kenyataan; ketiga, bermimpi.
Sayangnya, hanya scbagian kecil warga
masyarakat yang mampu menghadapi
tantangan dan berhasil meningkatkan kesejah-
teraan mereka. Sebagian terbesar cenderung
melarikan din dari kenyataan dan bersikap masa
bodoh. Sisanya biasanya melanjutkan mimpi
mereka dengan harapan akan datang ratu adil
yang menolong mereka dari penderitaan.
Namun, walaupun jumlah mereka vang
bermimpi itu biasanya tidak terlalu banyak,
pengaruh kepercayaan akan datanpgnya Rata
Adil yang mempunyai kekuatan gaib untuk
mengembalikan kejayvaan masa lampau itu
sangat besar pengaruhnya dalam menggerak-
kan massa untuk berontak. Gerakan Ratu Adil
(messianic movement] Inl sangat  luas
persebarannya di Indonesia dan biasanya
kambuh dalam masa krisis. karena benturan
budaya (celtural encounter).

Keberingasan sosial yang melanda [ndo-
nesia akhir-akhir ini tampakoya tidak bebas dari
pengaruh benturan kebudavaan domestik
maupun global, antara tradisi masyarakat
agraris dan tradisi masyarakat industri yang
terbawa serta dalam plobalisasi ekonomi pasar
dan jaringan komunikasi secara intensif.
Gerakan penduduk secara besar-besaran akibat
tekanan lingkungan mendorong terjadinya
perselisihan di antara mercka dengan
menggunakan identitas kelompok (group iden-
tiry conflices), khususnya benturan antarsuku
bangsa (haca Dixon 1994).

Pemberdayaan masyarakat

Schbagaimana berlangsung pada masya-
rakat di negara maju, pembangunan industri
vang dirintis sejak pertengahan abad ke-19
telah memacu perkembangan pendidikan
sekolabh yang menghasilkan tenaga kerja
terampil dan ahli. Setiap warga dapat membekali
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diri dengan kemampuan untuk melakukan
penycsuaian secara perorangan (individual
aeljustment) dengan menguntungkan. Namun,
pendidikan sckolah tidak cukup untuk
memberdayakan masyvarakat guna menghadapi
tantangan  dampak industrialisasi  dan
persaingan pasar bebas vang menuntut
kepckaan melihat dan memanfaatkan peluang
serta kemampuan berorganisasi. Sesungauh-
nya, masyarakat di Eropa terpacu oleh gerak
pertumbuban dari dalam yang kompleks dan
mengarah pada perubahan yang mengandung
banyak faktor vang diperlukan dan tidak
terelakkan wntuk menuju pembaharuan
{Chodak 1973). Pembangunan ckonomi yang
memacu meningkatnya kegiatan ekonomi di
Indonesia mulai terasa dampaknya, terutama
munculnya kebutohan akan nilai-nilai budava
dan pranata  yang dapat mendukung
pendewasaan sosial (social adapration), baik
secara struktural mavpun fungsional menuju
pembaharuan. Dengan demikian, masyvarakat
Indonesia dapat menghadapi perubahan
lingkungan sosial yang terbuka dan penuh
persaingan.

lelaslah bahwa pemberdavaan masyarakat
udak cukup dengan membangun manusia
sebagai sumber daya yang habis sekali pakai,
tetapi yang lebih penting adalah membangun
manusia seutuhnya sebagai modal sosial yang
harus berkembang. Pendidikan sekolah harus
dilakukan bukan sekadar membekali mercka
dengan keterampilan kerja, melainkan
membangun  sikap mental vang dapat
merangsang  kreativitas mereka  dalam
menghadapi  tantangan  kemajuan  dan
meningkatnya tekanan lingkungan sosial.
Karena itu, pengembangdn suasana yang
memperlancar perkembangan nilai budaya dan
norma-norma sosial—yang mempermudah
masyarakat untuk mengambil bagian secara
menguntungkan dalam pergeseran masyarakat
agraris yang berkeseimbangan (equilibrious
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sociery), menuju masyarakat industri yang
berkesenjangan (disequilibrions society)—
tidak boleh ditunda-tunda lagi.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak
pernah bisa hidup seorang diri dalam memenuhi
kebutuhan hidup mereka. i mana pun dan
kapan pun manusia hidup scnantiasa
membentuk  kelompok-kelompok  yang
menjamin efektivitas usaha pemenuhan
kebutuhan hidup yang tidak mungkin
dikerjakan seorang diri, Akan tetapi, kerja sama
itw memerlukan atran yang diterima sebagai
pedoman demi ketertiban bermasyarakat dalam
mencapai lujuan bersama. Seliap orang sebagai
warga kelompoknya (anggota masyarakat)
harus belajar dan menghayati aturan yang
disepakati bersama sebagai pedoman dalam
pergaulan. Tanpa disadari manusia mencipta-
kan lingkungan sosial yang pada gilirannya
mempengaruhi kegiatan masyarakat yang
membentuknya.

Dewasa ini orang cenderung menyalahkan
kesenjangan sosial dan bukannya kebutuhan
hidup yang meningkat sebagai sumber
keberinpasan sosial. Padahal, masyarakat
pemburu dan peramu—yang sering kali
dikatakan scbagai contoh masyarakat egali-
tarian— juga tidak bebas dari kesenjangan
sosial karena perbedaan kemampuan individu
untuk melihat dan memanfaatkan peluang. Apa
yang diperlukan adalah pranata sosial yang
menjamin keadilan sosial (social justice),
demokrasi politik {polirical democracy) serta
kebebasan budava (cuwltural freedom), dan
bukannya menghapuskan kesenjangan sosial
yang tidak mungkin terwujud.

Meningkatnya kegiatan ekonomi selama
pembangunan telah memicu persaingan dalam
masyarakat untuk memperebutkan sumber daya
dan lingkungan yang terus menyusu
persediaan maupun mutunya. Keterbatasan
sumber daya dan lingkungan ito tidaklah secan
riil terwujud, Yang lebih parah dampakny
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adalah keterbatasan lingkungan yang dirasakan
masyarakat secara kultural. Mereka yang
terdesak dan tergusur dari lingkungan hidup
asalnya terpaksa harus mengembangkan pola-
pola adaptasi di lingkungan hidup yang baru
dan biasanya masih asing. Sungguh pun
mereka diberi cukup lahan scbagai pengganti
uniuk melangsungkan kehidupannya, belum
tentu mercka mampu mengembangkan pola-
pola adaplasi atau kebudayaan baru dalam
tempo relatif singkat. Biasanya mereka harus
menanggung akibat yang lebih parah dalam
kehidupan yang penuh persaingan tanpa
peluang untuk mengembangkan kemampuan
menghadapinya secara menguntungkan.

Seorang pengusaha dapal memperoleh
konsesi hak pengolaban hutan (HPH) seluas
3,5 juta ha. Sementara itu, penduduk setempat
yang dilahirkan, dibesarkan, dan mengémbang-
kan kehidupan di tengah hutan diperlakukan
sebagai perambah yang dibatasi ruang dan
geraknya untuk menyelenggarakan kehidupan
vang layak bagi kemanusiaan. Walaupun mereka
tidak pernah mendengar dan memahami amanat
UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2, vang
menjamin hak liap-tiap warga negara atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan, seharusmya mereka bisa
memperoleh keadilan.

Dihadapkan pada kenyataan tersebut,
mereka yang kurang beruntung cenderung
untuk melarikan diri dari kenyataan atau
bermimpi menunggu kehadiran Ratu Adil yang
dopat mengembalikan kejayaan masa lampau
wcara paib. Sebelum mukjizat Liba, semangat
mereka sering kali dengan mudah dibangkitkan
untuk  melakukan perlawanan  disertai
kekerasan, Dengan alasan menyucikan
lingkungan {(purification) untuk mempercepat
tembalinya kejayaan masa lampau, mereka
bergerak di bawah panji-panji gerakan Ralu Adil
unpa rasa takut.
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Mereka yang sadar dan berusaha
menyesuaikan diri  dengan perubahan
lingkungan dalam arti luas juga dapat
mengalami jalan buntu, karena ketiadaan
kebebasan untuk menvampaikan pendapat
sebagai bagian dari pengendalian sosial.
Dengan alasan stabilitas, kebebasan penduduk
untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tertulis harus
dilakukan secara terpimpin kalau tidak
dipasung selama pembangunan nasional.
Akibatnya, banyak peraturan dan perundang-
undangan yang menyangkul kepentingan
orang banyak dibuat tanpa menyeriakan mercka
dalam prosesnya. Bukan hal yang
mengherankan kalau sebagian  besar
masyarakat terpaksa menerima kenyalaan atau
melarikan diri dan bersikap masa bodoh. Ketika
tekanan lingkungan sudah tidak tertahankan
lagi, semangat mereka dengan mudah dibakar
untuk memberontak ataw melakukan amuk
massa tanpa sasaran yang jelas.

Pemasungan kedaulatan menyebabkan
mereka kehilangan akal sehat dan saluran untuk
mengadukan nasib secara damai. Penolakan
masyarakal terhadap berbagai kebijakan,
dengan atau tanpa kekerasan, bermunculan di
berbagai daerah. Bentuk perlawanan yang
bersifat damai, seperti sekadar menuntut
perbaikan nasib sampai pada tuntutan
kemerdekaan, mencerminkan betapa saluran
untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan
mereka telah tersumbat. Sementara itu,
kelembagaan sosial yang selama ini berfungsi
sebagai wahana bermusyarawah di antara
sesama warga untuk membina lingkungan yang
sehat digantikan dengan kelembagaan nasional
yang lebih mengutamakan uniformitas daripada
efcktivitasnya.

Tekanan lingkungan sosial itu juga timbul
karena terpasungnya kebebasan budaya yang
diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang
majemuk dan justru dijamin oleh UUD 1945
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sebagaimana tercermin dalam amanat pasal 32
dan pasal 18. Sering kali orang mengartikan
kebebasan budaya sebagai keleluasaan untuk
mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan
pengetabuan  dengan indah. Sekurang-
kurangnya, ungkapan ite dapat membangkit-
kan rasa kagum. Namun, arti yang sesungguh-
nya amat luas dan dalam. Ungkapan itu
mencakup nilai-nilal budaya sebagai acuan dan
norma-norma sosial sebagai pedoman untuk
bertindak serta hasil karya manusia sebagai
anggota masyarakat. Dalam kaitan ini, boleh
dikatakan bahwa kebebasan budaya itu
menyangkut keleluasaan manusia untuk
mengembangkan pola-pola adaptasi terhadap
lingkungannya dalam arti luas,

Sebagai makhluk lingkungan (rerriterial
being), manusia tidak pernah bisa dipisahkan
dengan lingkungan permukimannya yang
mempengaruhi perkembangan kebudayaan
mereka. Dengan mengacu pada pengalaman
yang diabstraksikan dalam perangkat nilai
budaya itulah manusia menghadapi tantangan
perubahan lingkungan demi kelangsungan
hidupnya. Manusia, di mana pun dan kapan
pun, memerlukan kebebasan untuk me-
ngembangkan kreativitas pembaharuan dalam
membina hubungan timbal balik dengan
lingkungannya secara berkelanjutan.

Sebagaimana  dikemukakan  oleh
Schumacher (1973}, penerapan teknologi baru
tidak hanya mengubah teknologi yang telah
ada, tetapi juga masyarakat yang bersangkutan.
Dengan kata lain, bukan pembaharuan
teknologi yang menjadi penggerak perubahan,
melainkan politiklah yang menjadi pemicu
wtama, Pembangunan nasional membukikan
betapa kekuatan politik telah menggerakkan
perkembangan masyarakat Indonesia yang
dipacu dengan penerapan teknologi maju dalam
sistem produksi utama. Dalam proses
pembaharuan untuk meningkatkan kescjah-
teraan itu, masyarakat harus dapat mencntukan

cara mengendalikan teknologi, khususnya
dalam memilih dan menggunakan mesin serta
alat produksi yang hendak digunakan. Hal itu
berarti bahwa masyarakat memerlukan
kebebasan budaya untuk mengembangkan
kreativitas mereka dalam menghadapi tantangan
kemajuan yang mereka rencanakan,

Kebebasan budava diperlukan bukan
sckadar untuk menjamin pelestarian kebudaya-
an yang dihayati. melainkan untuk memberi
peluang bagi masyarakat untuk mengembang-
kan kreativitas mereka dalam mengembangkan
pola-pola adaptasi werhadap lingkungan sosial
yang berubah. Tanpa adanya kebebasan
budaya, sulit dibayangkan bahwa masyarakat
Indonesia akan mampu menanggulangl dam-
pak krisis moneter yang berkepanjangan,
karena tidak adanya kesiapan sosial yang
méndukungnya.

Tidaklah mengherankan kalau benturan
kepcntingan antara pengusaha besar yang
berorientasi pada tradisi industri dengan
sebagian besar penduduk yang belum
mempunyii kesiapan sosial untuk menghadapi
persaingan terbuka telah mengundang reaksi
vang kadang-kadang diseriai kekerasan, Di
dacrah vang kegiatan ekonominya meningkal
karena pertumbuhan pusat-pusat industri atag
adanya kepiatan pengusaha pemegang konsesi
hutan dan pertambangan, scperti di Aceh, Riay,
Kalimantan Barat, Maluku, dan Irian Jaya,
senantiasa diramaikan dengan sengkela yang
tidak jarang disertai dengan tindak kekerasan
{viedent conflice), Maraknya tindak kekerasan
yang dilakukan secara perorangan maupun
kolektif itu memberi kesan terjadinya
kelumpuhan sosial (social entropy) dalam
masyarakal Indonesia.

Masyarakat  yang belum  sempu
mengembangkan etika, apalagi pranata sosid
yang diperlukan untuk mengendalikea
pertentangan kepentingan yang muncul dalam
pembangunan, cenderung mengacu pada efiky
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dan pranata sosial yang berlaku pada
masyarakat agraris yang lebih mengutamakan
keserasian hidup. Sementara i, pemerintah
dengan dukungan aparat keamanan cenderung
untuk mempertahankan stabilitas sosial dengan
segala resikonya demi kcberhasilan pem-
bangunan, Dalam kondisi demikian, biasanya
hanya sebagian kecil warga masyarakat yang
mempunyai berbagai keunggulan ekonomi,
sosial, dan politik yang akan menguasai
schagian terbesar sumber daya dan peluang
untuk mendapatkan keuntungan. Tidak
diragukan lagi bahwa strategi integrasi dalam
pembangupnan (integration model of develop-
ment) yang tidak memberi kebebasan
masyarakat majemuk Indonesia untuk
mengembangkan cara-cara yang berbeda
dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan, telah menimbulkan persaingan
vang tidak schat (unfir competirion). Sebagian
besar masyarakat yang belum siap untuk
mengambil alih nilai-nilal budaya masyarakat
industri sebagai landasan model pembangunan
nasional tidak mampu mengambil bagian dalam
kegiatan pembangunan secara meng-
untungkan.

Dihadapkan pada kondisi yang kurang
menguntungkan dan  tidak  adanya
perlindungan vang jelas, sebagian besar
masyarakat yang kurang beruntung itu
cenderung mengaktifkan lambang-lambang
yang dapat memperkuat kesetiakawanan sosial
dalam kelompok masing-masing untuk
memeénangkan persaingan yang tidak sehat.
Lambang-lambang yang sangat kuat mem-
bangkitkan kesetiakawanan sosial dalam
masyarakat majemuk di Indonesia adalah
lambang-lambang kesukubangsaan seperti
yang tercakup dalam pengertian SARA.

Pengusaha kaya yang berhasil menguasai
sebagian besar sumber daya dikategorikan
sebagai etnik Cina, yang biasanya nonmuslim,
yang dianggap sebagai biang keladi bencana
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ekonomi. Karena itu, mereka menjadi sasaran
awal dalam berbagai kerusuhan massa sebagai
pelampiasan kekecewaan. Permusuhan
terhadap orang kaya itu berlanjut dan di-
pertajam dengan berbagai program pe-
ngentasan kemiskinan yang menempatkan
orang kaya sebagai penyandang dana dan
penduduk miskin sebagai kelompok sasaran
kedermawanan. Hal ini memperkuat kembali
keyakinan masyarakat agrans akan keterbatas-
an rezeki dan peluang yang harus dibagi habis
sama rata antarsesama warga (the image of lim-
ited goody) di kalangan masyarakat miskin (lihat
Foster 1972). Permusuhan terhadap orang kaya
yang dianggap berhasil menghimpun kekayaan
secara tidak lazim dengan akibat memperkecil
rezcki dan peluang warga lainnya itu tlerus
meluas dan dipertajam dengan berlambang
pembeda. Akhirnya, permusuhan terhadap
kelompok ras dan agama yang berbeda menjalar
pada kelompok etnis suku bangsa yang berbeda
tanpa menghiraukan latar belakang keagamaan.

Sesungguhnya, kesenjangan sosial,
ekonomi, dan politik bukan satu-satunya alasan
vang membangkitkan pertentangan yang
disertai kekerasan. Kesenjangan sosial
merupakan gejala universal dalam setiap
masyarakat manusia. Masyarakat pemburu dan
peramu vang biasanya dikategorikan sebagai
masyarakat yang ¢galitarian, tidak bebas dari
kesenjangan sosial yang disebabkan oleh
prestasi dalam perburuan maupun dalam
peperangan. Apa yang justru menjadi pemicu
kekerasan terutama adalah tiadanya kepastian
yang menjamin rasa aman, kegiatan usaha, hak
milik atas sumber pencaharian dan kekayaan
sosial, serta kepastian untuk merencanakan
hari depan yang lebih baik. Kerusuhan di
berbagai dacrah yang melibatkan berbagai suku
bangsa akhir-akhir ini membuktikan betapa akal
sehat masyarakat dikalahkan dengan kekerasan
untuk menyelesaikan sengketa. Seolah-olah
keadilan dan keamanan dewasa ini menjadi
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monopoli mereka yvang kuat dalam persaingan
vang tidak sehat untuk memperebutkan sumber
daya yang diperlukan untuk memenuhi hajat
hidup orang banyak.

Untuk mengatasi kelumpuhan sosial
menghadapi tekanan lingkungan dan akulturasi
yang dipacu oleh penerapan tcknologi maju
dalam sistem produksi utama, sudah
sepatutnya kalau masyarakat diberi peluang
untuk mengembangkan krcativitas mereka
dalam menanggapi tantangan tersebut. Apa
yang harus dilakukan oleh pemerintah adalsh

Kepustakaan

Andreski, 5.
1971

Chodak, Sz.
1973
York: Oxford University Press.

Dixon, Th.
1594
(19731:5-40.

Foster, G.M.
1972

Poffenberger, M. (peny.)

menciptakan kondisi yang mendukungnya
dengan menegakkan keadilan sosial, demokrasi
politik, dan kebebasan budaya. Pengertian
tentang keadilan sosial, demokrasi politik,
ataupun kebebasan budaya tidak perlu
dipermasalahkan secara akademis. Segenap
masyarakat menghadapi kebutuhan akan rasa
aman, kepastian untuk mengembangkan usaha
serta peluang untuk mempersiapkan generasi
penerus scbagai anggota masyarakat yang
bertanggung jawab dengan mengacu pada
kebudayaan yang mereka hayati.

Milirary Crranization and Sociery. Berkeley: University of California Press.

Societal Developmeni: Five Approaches with Conelusions from Comparative Analysis. New

*Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases”, International Security

‘& Second Look at Limited Goods', Anthropelogicel Guarterly 45(2):57-64,

1990 Keepers of the Forest: Land Management Alternatives in Southeast Asia, Quezon City:

Atenco de Manila University Press.,
Schumacher, E.F.

1973 Small Is Beautiful. Mew York: Harper and Row,

Tiger, L.
1987
Row Publishers.

32

The Mamufacture of Evil: Ethics, Evelution and the Industrial System. New York: Harper and

ANTROPOLOGI INDONESLA 59, 999



Pembangunan Pertanian:
Pemasungan Kebebasan Petani'

Yunita T. Winarto
(Universitas Indonesia)

Maidi
Darmowiyoto
(Tim Pengendalian Hama Terpadu Lampung)

Abstract

Scientific knowledge is becoming the basis for action by policy makers and bureaucrats at
the cost of other knowledge sysiems. In this article, the authors discuss this problem and raise
the issue of the more fundamental problem of local communities losing the freedom to develop
their own strategies for resource management. Their argument is based upon findings from the
field of agriculture. Since the Green Revolution nof the 1970's, farmers have been forced 1o
plant specific varieties of rice and use specific fertilizers and pesticides. Farmers no longer
experiment with other varieties of rice, leading 1o a degradation in biodiversity and the
farmers' own local knowledge sysiem. The problem has been somewhat alleviated by the
introduction of imtegrated pest management, which has allowed farmers 1o make discoveries
through observation and discussion, and to make their own decisions. However, food short.
ages in 1997-/998 have led the government to return to programs emphasizing high produc.
tion rargets through a planned, rop-down model for agriculture.

*Ketika kita menanam padi gagangan, kegiatan ber¢ocok tanam padi
sepenuhnya ada di tangan petani sendiri. Petani bebas memilib,
Sekarang, tanam padi distur pemerintah: apa yvang harus ditanam,
kapan mulai menanam, dan bagaimana me ;

H. Nafi, Ciasem Baru, 1991

Kutipan pernyataan petani  yang kegiatan bercocok tanam padi berada dalam

mengawali wlisan ini mencerminkan apa yang
dirasakan petani pada masa kini, masa ketika

' Tulisan ini merupakan hasil penulisan ulang dan dua
makalah yang disajikan dalam Sesi Pembangunan *Gaya
Orde Baru” dan Krisis Budaya dalam Seminar:
‘Memasuki Abad ke-21: Antropologi Indoncsia
Menghadapi Krisis Budaya Bangsa', 6-8 Mei 1999,
Pusat Studi Jepang, Kampus Universitas Indonesia,
Depok. Kedua makalah yang diintegrasikan dalam satu
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kendali pemerintah. Petani selalu melakukan
perbandingan antara apa yang dialaminya pada

amikel ini masing-masing adalah makalah yang dital
Yuanita T. Winarto dengan judul ‘Pembanguman
Pertanian: Pemasungan Kebebasan Petani’, dam
makalah yang ditulis Maidi dan Darmowiyolo berjude
‘Masa Pembodohan dan Masa Pencerdasan, Dinamiks
Budaya Petani: Suars Peagalaman’.
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masa kini dan masa sebelum diperkenalkannya
‘padi pemerintah’, ‘padi pendek’ yang mercka
kenali sebagai padi VUTW, benih unggul. Suam
perubahan besar dialami petani dalam hal
kebebasan bercocok tanam sebagaimana
dickspresikan oleh mereka yang mengalami
kedua zaman: sebelum dan sesudah BIMAS.
Salah satu indikator kebebasan petani yang
paling utama, yang sering kali digunakan
scbagai contoh pemasungan kebebasan pada
masa kini, adalah pemilihan jenis-jenis padi.

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak
ilmuwan (lihat Shiva 1988, 1991, 1993; Conway
dan Barbier 1990; Fox 1991, 1993; Chang 1993),
terjadilah apa yang dinamakan sebagai crosi
genetika melalui introduksi benih-benih
unggul. Helerogenitas genctika padi semakin
hilang, tergantikan olch sejumlah benih unggul
yang harus ditanam secara seragam di suatw
hamparan. Banyak penjelasan telah dike-
mukakan oleh para ilmuwan mengenai degradasi
biodiversitas hayati dan kondisi ekosistem
sebagai konsekuensi dari monokultur benih
unggul padi. Namun, fenomena pemasungan
kebebasan petani dalam menentukan pilihan-
pilihan sesuai dengan apa yang diinginkan dan
diminatinya, dan konsekuensinya pada
perkembangan budaya petani masih perlu
dipermasalahkan dan diperjelas,

Hobart (1993) telah mengangkat isu
berkaitan dengan pembangunan yang menye-
babkan semakin diacuhkannya pengetahuan
penduduk lokal. Hal ini seiring dengan semakin
digunakannya pengetahuan ilmiah sebagai
landasan bagi pengawran kehidupan di dunia
ini oleh para pengambil kebijakan dan birokrat,
Berkembanglah hegemoni pengetahuan ilmiah
alas domain pengetahuan-pengetabuan lain,
yang tersebar di kalangan komunitas.
komunitas lokal. Di samping terdegradasinya
pengetahuan lokal, masalah yang lebih hakiki
dari fenomena ini adalah terdegradasinya
kebebasan warga komunitas lokal dalam
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mengembangkan strategi-strategi pengelolaan
sumber daya bagi kelangsungan hidup mere-
ka.

Tema dari tulisan ini sejalan dengan apa
yang disarankan dan digagaskan oleh Gardner
dan Lewis (1996) dalam bukunya Amthropol-
agy, Development and the Post-Modern Chal-
lenge. Karya mereka menggugah para
antropolog agar dapat berperanan lebih
signifikan dalam mengkaji wacana, paradigma
pembangunan, kaitannya dengan pengetahuan
dan kekuasaan, serta upaya pelibatan
penduduk setempat sendini dalam keseluruhan
proses pembangunan. Argumentasi Gardner
dan Lewis yang mendasari pembahasannya
bertolak dari angpapan bahwa wacana
pembangunan merupakan hal yang sentral
tentang bagaimana dunia itu direpresentasikan
dan dikontrol oleh mereka yang berkuasa, dan
antropolog harus berbicara banvak tentang hal
itu (lihat Winarto 1998a). Melalui kajian
etnografis dan analisis, baik dari dalam maupun
dari luar konteks pranata pembangunan,
antropelog  dapat  melakukan  hal i
berlandaskan pada asumsi bahwa wacana
pembangunan itu merupakan hal yang lentur
dan dapat diubah. Tingpal kini permasalahan-
nya, bagaimanakah alternatif terbaik agar dapat
melaksanakan hal itu. Pembangunan bidang
pertanian merupakan salah satu contoh
bagaimana wacana, pengetahuan, dan
reproduksi kekuasaan berlangsung dengan
pelaksanaan pembangunan dari atas (rop-
down) tanpa melibatkan penduduk setempat
dalam proses perencanaan, dengan tidak
mengutamakan pentingnya dan berpotensinya
pengetahuan lokal, serta, vang paling mendasar,
tidak menyajikan kemungkinan luas bagi
berkembangnya budaya petani.

Masalah di atas akan dikaji dengan
menyimak sejauh manakah pemasungan
kebebasan petani terlaksana scjak diper-
kenalkannya Revolusi Hijau pada awal 1970-
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an.’ Penulis berpendapat bahwa puncak dari
berlangsungnya krisis budaya yang dialami
petani scjak  program BIMAS/INMAS
dipaksakan kepada petani adalah terjadinya
ledakan-ledakan hama vang tidak terkendali,
Inilah cerminan dari akumulasi ketidaktahuan
petani atas apa vang dilakukannya, dan
bukannya akumulasi dari pengetahuan yang
semakin kaya yang menjadi landasan
perwujudan tingkah laku mercka, Harapan
kembali terbersit dengan pengenalan program
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) scjak awal
1990 yang sangat menghargai partisipasi dan
kebebasan  petani dalam  pengambilan
keputusan, serta upaya-upaya peningkatan
pengetahuan mereka,’

Benib-benih kebebasan petani mulai
bertumbuh dan tersebar di pelbagai propinsi.
Namun, terjadinya krisis ckonomi pada tahun
1998, disusul dengan dilaksanakannya crash
program peningkatan produksi pangan,
menimbulkan tanda tanya lagi tentang arah
pembangunan pertanian di bumi Indonesia ini.
Program-program pembangunan pertanian
hingga akhir dasawarsa ini membuktikan bahwa
pemerintah dengan model pembangunan Orde

! Data yang disajikan dalam tulisan ini didasarkan pada
pengalaman langsung para penulis yang juga adalah
petani (Maidi dan Darmowiyoto) dari Desa Karang
Endah di Kecamatan Terbanggi Desar, Kabupaten
Lampung Tengah: seria hasil penelivian penulis vtama
(Yunita T. Winarto) pada tabun 1990-92 di Desa
Ciasem Barn dan Ciasem Tengah, Keeamatan Cinsem,
Kabupaten Subang, dan pada w@hun 1996.99 di kedua
desa, salah salu desa di Indramayu. dan di Lampung
Tengah (Kecamatan Batanghari dan Kecamatan
Terbanggi Besar).

* Program PHT diperkenalkan pertama kali di Ciasem
pada musim tanam gadu 1990 oleh tim Program
Nasional PHT melalui Sekolah Lapang Pengendalian
Hama Terpadu (SLPHT) ontuk padi. Sayangnya., tidak
ada kegiatan undak laajun yang wrsclenggara di wilayah
ini setelah musim anam esebut. Di Terbangg Besar,
SLPHT diperkenalkan pads tahun 199394 melalui
Lembaga Swadaya Masyarakal 'Gema Desa' yang
memperoleh bantuan dari petani asal Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, Kegiatan program PHT di

68

Baru dan paradigma pembangunan vang sangal
mengutamakan peningkatan produksi dan
pertumbuhan ckonomi masih mendominasi
penentuan kebijakan pembangunan pertanian,
Ke manakah para petani kita akan dibawa?
Kembali ke masa-masa awal 1970-ankah? Inikah
Jalan yang tepat bagi peningkatan kehidupan
dan budaya petani pada abad ke-217
Bagaimanakah kcbebasan dan peningkatan
budaya petani dapat tetap diupayakan dalam
konteks paradigma pembangunan semacam ini?

Revolusi hijau: awal pemasungan
kebebasan petani

‘Masa pembodohan’, itulah istilah yang
digunakan petani dalam menamai masa-masa
saal mereka mengalami perubahan cara
bercocok tanam dari cara yang sedérhana (pada
masa pembukaan lahan pertanian) ke masa
pencetakan sawah dengan aliran air irigasi. Saal
perubahan itu dikenang oleh petani dengan
munculnya beraneka ragam rekomendasi dan
penekanan serta ancaman dari pemerintah,
Darmo, seorang petani di Terbanggi Besar
menuturkan ... bila tidak ikut program yang ada,
contohnya bila mau menyawah tanpa daftar
untuk memperoleh kredit pencetakan sawah,
maka nanli petani tidak dapat air.’ Ungkapan
ini adalah cerminan dan pengekangan yang
dialami petani dalam mengadopsi program
pemerintah, termasuk pemilihan jenis padi,
penggunaan pupuk, pestisida, kredit, dan lain.
lain. Pemaksaan yang dilakukan aparat
pemerintah sangat kuat dikenang petani, antar
lain dalam upaya pengadopsian pupuk ures
(lihat Hansen 1978). Para petani melaporkan
betapa pemaksaan itu dilakukan tanp

wilayah ini berlanjut hingga saat ini melalui berbags
kegiatan yang dilakukan petani sendir yiog
membentuk organisnsi; Tim PHT Lampung dan
memperoleh pendampingan dari LSM, Pada tahun
199299 LSM yang mendampingi petani adalsh Wonld
Education yang berbasis di Jakarta,
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pemahaman mengapa mercka harus mengguna-
kan pupuk wvrea, padahal bertahun-tahun
mereka bercocok tanam padi tanpa pupuk
semacam itu pun telah dapat memenuhi
kebutuhan mereka. Beraneka ragam pupuk kimia
kemudian diperkenalkan kepada petani, begitu
pula halnya dengan pestisida.

Pemaksaan tersebut jelas memerlukan
pengorbanan yang besar bagi petani, karena
hilangnya kebebasan, terutama dalam
pemilihan jenis tanaman. *Dulu petani bebas
memilih jenis padi apa saja sampai mendapatkan
Jjenis padi yang ngejodah,” wiur Haji Nafi vang
masih jelas ingatannya tentang beragam jenis
padi gagangan, baik yang berbulu maupun
yang tidak berbulu, serta beragam padi ketan.
Petani akan terus mencoba bermacam-macam
jenis padi. hingga ditemukannya jenis padi
dengan hasil gabah dan selera vang cocok
dengan keinginan dan harapan mereka (lihat
Winarto 1997). Karena itu, kegiatan uji coba
ataw, menurut istilah petani, mengadakan
percobaan merupakan salah satu mekanisme
yang esensial dalam proses belajar bercocok
tanam. Petak-petak sawah mereka dapat
ditanami dengan jenis padi yang berbeda satu
sama lain. Padi ketan merupakan jenis padi yang
tidak ditinggalkan, karena ketan merupakan
salah satu bahan dasar wiama untuk membuat
penganan, apalagi untuk kepentingan hajatan
dan upacara. Karena itu, heterogenitas jenis
padi dalam petak-petak sawah seorang petani
merupakan hal yang lazim.*

Pemilihan jenis padi yang tampaknya
hanya merupakan hasil pengambilan keputusan
sesaat ternyata melibatkan seperangkat
pengetahuan ekologi vang sangat kaya. Satu
jenis padi memiliki karakteristik genetika tertentu
yang perlu dikenali oleh petani selama yang

! Likat Winarto (1997) tentang contoh jenis-jenis
padi yang ditanam petani di Ciasem Baro, Subang,
berdasarkan periode  wakiu  sejak  sebelum
dintroduksinya Revolusi Hijaw hingga tahun 1996,
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bersangkutan melakukan uji coba di lahannya;
apak=h itu menyangkut perlakuan air, pupuk,
pengolahan tanah, atau pengendalian hama.
Umur padi, kemampuan produksi, kualitas
gabah, serta cita rasa dari jenis padi vang
ditanam merupakan hal-hal yang sangat penting
bagi petani dalam proses belajar. Pada masa
kini harga jual, laku/tidaknya di pasaran,
ketahanannya terhadap serangan tikus, hama
serangpa atau penyakit merupakan faktor-
faktor yang juga signifikan. Sckali petani
mengambil keputusan untuk mencoba
menanam jenis padi yang baru, dimulailah
serangkaian proses belajar selama satu musim
tanam. Kadang kala proses belajar berlangsung
terus hingga ke musim berikutnya bila ternyata
jenis padi vang sama vyang ditanam
menunjukkan penampilan berbeda atau bila
yang bersangkutan memutuskan untuk
mengadopsi benih vang lain. Melalui
perbandingan dari penampilan beragam jenis
padi yang ditanam oleh petani-petani yang lain,
terbuka pulalah kesempatan yang luas untuk
melakukan pengamatan, Karena itu, dapat
diasumsikan betapa kayanya pengetahuan
ekologi petani pada masa itu yvang terus
terakumulasi dari musim ke musim. Dengan
terjadinya degradasi biodiversitas hayati oleh
pengadopsian sejumlah kecil varietas benih
ungpul, serta menghilangnya beraneka ragam
Jjenis padi gagangan, terjadi pula degradasi
pengetahuan lokal petani. Pemasungan
kebebasan petani pun memiliki implikasi lebih
jauh, yakni pemiskinan budaya petani.

Tidak hanya pemiskinan budaya vang
terjadi, tetapi kemampuan mereka untuk
mengatur sendiri usaha cocok tanam-tanpa
perlu berurusan dengan pemerintah-pun
hilang. Kini mereka adalah pelaku-pelaku yang
diatur pemerintah: apa yang harus ditanam,
kapan mulai menanam, dan bagaimana
menanamnya. Sebagai pelaku, haruslah menjadi
pelaku yang pateh. Itulah harapan dan
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keinginan pemenintah. Bila ndak, gagallah pro-
gram pertanian yang dicanangkan pemerintah
demi pembangunan dan upaya swasembada
beras. Petani hanya bisa pasrah melaksanakan
rekomendasi petugas. ‘Bila saya tidak patuh,
nanti KUT (Kredit Usaha Tani)-nya tidak cair,’
kisah Nardi yang merasa tertekan oleh ancaman
petugas. Dalam konteks ini, kebebasan petani
vang dipasung menandakan pula terkendala-
nya proses belajar. Uji coba sebatas pada
upaya mereka mengadopsi paket rekomendasi
pemerintah. Benih-benih krisis budaya
bertumbuhan, yang salah satu perwujudannya
adalah ledakan hama.

Ledakan hama: ledakan krisis
budaya

‘Memang benar bahwa petani sekarang dapat
memperoleh pe ilan jauh lebih tinggi dari
dulu, tetapi keadaan sekarang membual saya
lebih khawatir: semakin banyak “obat”,
semakin banyak “penyakit” menyerang padi,’
itulah kcluhan petani yang mulai bercocok
tanam padi sejak zaman padi gagangan.
*‘Sckarang, saya selalu merasa tidak tenang di
rumah. Apa yang terjadi di sawah? Apa bakal
ada hama ataw “penyakit” menycrang (anaman
padi saya? keluh Haji Ali yang dikenal sebagai
ketua kelompok tani.

Kutipan ini hanyalah cuplikan dari
setumpuk keluhan petani dalam menghadapi
situasi di lahannya. Secara jujur mercka
mengakui bahwa tingkat hidup mereka pada
masa kini meningkat melalui peningkatan
penghasilan beberapa kali lipat dari semasa
mereka menanam padi gagangan. Pada masa
itu pun. mereka harus bekerja keras, harus
berpuasa, dan bertirakat selama masa tanam,
agar padi mercka benar-benar menghasilkan
panen sebagaimana dibarapkan. Namun,
‘penyakit’ tidaklah sebanyak saat ini, saat sang
‘obat’ tersedia melimpah. Karena itu, setelah
puncak kesibukan di sawah selesa, mereka
dapat dengan tenang menantikan tibanya
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panen. Tidak seperti sekarang, masa menanti
tibanya panen adalah masa ‘kergsahan’. Hama,
penyakit, datang silih berganti dari waktu ke
wakty, musim ke musim.

Para ilmuwan umumnya menjelaskan
ledakan-ledakan hama ini dari sudut pandang
ekologi sebagai pertumbuban populasi
serangga yang tidak terkendali. Hilangnya
ketahanan padi terhadap serangan hama,
meningkainya kekebalan hama dan musnahnya
musuh alami karena penggunaan pestisida
berlebiban, adalah faktor-faktor penjelas dari
semakin merajalelanya serangan bama dan
penyakit. Sejumlah ilmowan (lihat Shiva 1988,
FAQ 1990; Fox 1991; Kenamore 1992) telah
mengaitkan hal ini dengan kekeliruan kebijakan
dan teknologi pengendalian hama yang
bertumpu pada penggunaan pestisida. Namun,
salah satu faktor utama yang tidak dapat
diabaikan adalah apa yang tengah dialami para
petani, pengguna pestisida. Dari hasil
penelitiannya di antara petani di Honduras
Bentley (1992;10) menegaskan bahwa petani itu
tidak memahami dan tidak mengetahui apa
penyebab semakin merajalelanya hama,
sekalipun mereka telah semakin meningkatkan
penggunaan pestisida. Keluhan petani di Hon-
duras ini ternyata sama dengan keluhan petani
di Jawa Barat dan Lampung Tengah.

Petani hanya tahu tentang manfaat
pestisida dalam membunuh hama dan
melindungi tanaman mereka dari sérangan hama
atau ‘penyakit’. Memang itulah yang
disosialisasikan oleh para petugas pertanian
pada pelani diiringi pengenalan kata ‘obart’,
suatu analogi dari obat untuk menyembuhkan
manusia dari penyakit (lihat Winarto 1998b).
Pengetahuan inilah yang melandasi tindakan
petani melakukan penyemprotan pestisida,
Tetapi, di sisi lain, pelaksanaan kegiatan ini
dilandasi pula oleh ketidaktahuan mereka stss
pelbagai dampak negatif dari penggunaan
pestisida secara berlebihan dan tidak bijaksina
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Menarik kiranya disimak bahwa petani
sebenarnya adalah pengamat yang teliti dan
saksama. Mereka selalu melakukan evaluasi dari
berbagai strategi vang dikembangkannya. Dar
evaluasi demi evaluasi itulah mereka belajar dan
memperkaya pengetahuannya. Bila demikian,
mengapa ketidaktahuan petani dapat terjadi?

Jawaban pokok dari pertanyaan ini terletak
pada paradigma pembangunan selama masa
Orde Baru yang lebih menekankan pada
pengalihan teknologi daripada pengalihan
pengetahuan, dan pencapaian tujuan dari pro-
gram pembangunan itu sendiri daripada
peningkatan pengetahuan dan budaya petani.
Dalam tlisan sebelumnya, Winarto (1998b)
mengungkapkan bahwa ketidaktahuan petani
itu terjadi karena tidak adanya pengalihan
pengetahuan yang komprehensif mengenai
pestisida, dan digunakannya skema
pemahaman tentang fungsi pestisida sebagai
‘obat’. Apa yang terjadi kemudian adalah
penganalogian ‘obat” dengan fungsi sebagai
penyembuh dalam dua domain yang berbeda:
domain tubuh manusia dan domain tubuh
tanaman {Winarto 1998b:58). Konsekuensi
lebih lanjut dari pengalihan metafora semacam
ini ternyata membawa implikasi vang besar pada
pengembangan strategi pengendalian hama
yang bertumpu pada pestisida sebagai obat,
dan bukan sebagai racun. Perlindungan
tanaman menjadi hal yang paling utama agar
dapat memperoleh panen dengan hasil tinggi.
Karena itu, petani akan mengupayakan
pertumbuhan tanaman mereka agar mulus,
bebas dari segala macam ‘penyakit’. ‘Obat’
adalah ‘penvembub atau pencegah penyakit
pada padi®, dan bukan semata-mata pembunuh
hama. Sebagaimana dikemukakan oleh Perrie
dan Oshlag (1993), apa yang terjadi adalah
kesalahpahaman atau kesalahpenggunaan
metafora yang mempengaruhi perkembangan
lebih lanjut dari pengetahuan yang dialihkan.
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Ironisnya, upaya untuk mengoreksi hal ini
tidak terjadi hingga akhirnya ledakan demi
ledakan hama bermunculan. Bahwa ledakan
hama terjadi karena musnahnya musuh alami,
ataw rentannya benih unggul serta kebalnya
hama atas jenis pestisida tertentu, menjadi
bagian dari pengetahuan ilmuwan dan bukan
petani. Mekanisme umpan balik atau belajar dari
kesalahan dan tindakan mereka sendiri seakan
tidak berdampak apa-apa pada pemahaman
petani mengenai fungsi dan dampak pestisida.
Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya terletak
pada paradigma pembangunan yang masih
dilandasi pada penanggulangan masalah
melalui rekayasa teknologi. Solusinya dican
pada penemuan benih yang lebih kebal lagi
terhadap hama, dan pestisida yang lebih ampuh
dan tepat dalam mengurangi populasi hama.
Bukannya strategi penggunaan pestisida itu
vang dievaluasi, dan bukannya paradigma
pembangunan pertanian itu yang dikaji dengan
menempatkan pembangunan ‘modal sosial’,
para pelani itu sendiri, sebagai prioritas utama
(lihat Wilson 1997 tentang pembangunan
‘modal sosial’).

Baru pada awal dasawarsa 90-an setelah
hampir 30 tahun diperkenalkannya Revolusi
Hijau di Indonesia, pemerintah berupaya
mengoreksi hal itu dengan mengintroduksikan
program Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
Program ini lebih jauh berupaya mengubah
paradigma berpikir petani dalam pengendalian
hama (lihat FAOQ 1990, 1991). Namun, sebelum
itu, jutaan petani Indonesia telah terbenam
dalam “ketidaktahuan' yang semakin kompleks.
Keberadaan dan fungsi musuh alami sebagai
pemangsa hama tetap tidak dipahami. Dampak
negatif dari penggunaan pestisida pada
lingkungan sawah dan kesehatan mereka
sendiri, tidak dikenali. Bahkan, pestisida sebagai
pembunuh hama dan sekaligus pelindung
tanaman pun semakin menjadi andalan utama.
Kekurangampuhan suwatu jenis pestisida
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tertentu dicari jawabnya dengan pencampuran
berbagai macam pestisida, scakan sebagai
‘puyer obat” yang dalam istilah petani di Pantai
Utara Jawa Barat disebut: oplesan obar, Yang
kurang ampuh dicampur dengan yang lebih
ampuh, yang murah dicampur dengan yang
mahal, Harga terjangkau, keampuhan pun
terjamin. Bila menurut evaluasi mereka, termyata
oplosan it pun kurang ampuh, dicarilah lagi
‘resep’ yang lain dan demikian seterusnya.
Alhasil, bila terjadi ledakan hama, apa yang
mereka pertanyakan adalah: ©...adakah “obat”
yang lebih ampuh lagi?' Bila diajukan
pertanyaan pada mereka: mengapa hama
wereng meledak Jagi?, maka mereka pun tidak
tahu jawabnya.

Inilah fenomena sosial yang menunjukkan
bagaimana inlerpretasi petani atas teknologi
yang diintroduksikan berkembang sedemikian
rupa, karena kesalahpenggunaan metafora yang
diperkenalkan; tetapi yang kemudian
terinternalisasikan sebagai bagian dari
pengetahuan mereka. Walau demikian, terbukti
pula bahwa strategi tindakan petani atas dasar
pengetahuan ini tidaklah efektif dalam
menanggulangi ledakan-ledakan hama. Proses
belajar yang terjadi dari ledakan hama ini
terkendala oleh ketidaktahuan atas apa yang
sccara objekufl berlangsung dalam habitainya.
Pengetahvan yang objektif itu tidak dapat
diakses petani karena mekanisme belajar mereka
yang hanya didasarkan pada pengamatan
empiris dan interpretasi subjektf. Tidak ada alat
bantu vang dapat menolong meréka memahami
gejala-gejala di luar jangkauan pengamatan,
dan tidak ada pula konsep-konsep serta skema-
skema pemahaman baru yang dapat
memperbaiki kesalahpahaman tersebut. Proses
belajar yang terjadi, bila tidak dikoreksi oleh
program PHT, mungkin telah semakin jauh
menyerel petani sebagai 'pecandu’ pestisida
dan semakin jauh merusak habitat sawah. Krisis
budaya pun terjadi. Tetapi, bila krisis budaya
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ini hendak diatasi melalui program PHT yang
telah diperkenalkan sejak awal dasawarsa 90-
an, mengapa serangan hama wereng yang
sangat merusak tanaman padi kembali terjadi
pada 1998 di pantai utara Jawa Barat? Begitu
pula dengan serangan hama belalang pada
tahun yang sama di Lampung? Bagaimanakah
program PHT itu membantu petani ke luar dan
krisis budaya yang dialaminya?

Pengendalian hama terpadu: benih-
benih kebebasan

‘Masa pencerdasan’, itulah sebutan petani
di Terbanggi Besar untuk periode setelah
diperkenalkannya PHT. Benih-benih kebcbas-
an pun mulai bertumbuhan sesaat setelah pro-
gram PHT memulai kegiatannya melalui
sekolah-sekolah tanpa dinding (Sekolah
Lapang Pengendalian Hama Terpadu, SLPHT).
Di ‘sckolah’ ini para pelatih memperkenalkan
prinsip-prinsip PHT kepada petani melalui
proses belajar *menemukan sendiri’. Petani
diajak melakukan kegialan pengamatan yang
lebih teliti dari apa yang telah mereka lakukan
selama ini, menganalisis hasil pengamatan it
melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil,
dan mengambil keputusan berdasarkan temuan
dan pengamatan mereka. Apa yang terutama
ingin ditanamkan pada diri petani adalah
kepercayaan kepada diri sendin, keyakinan atas
temuan dan hasil pengamatan sendiri sebagai
landasan pengambilan keputusan. Melalui
pelatihan ini diharapkan agar petani tidak
secara patuh, tanpa pertimbangan yang kritis,
melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang
diberikan. Lebih mendasar lagi, pelatihan dalam
‘sekolah’ itu bertujuan agar petani dapat secara
teliti melakukan analisis tentang kondisi
agroekosistem lahannya sendiri melalui kaitan
antara kondisi tanaman, tanah, air, matahari,
serangga hama dan musuh alami, rumput, dan
lain-lain. Dalam konteks pemahaman
agroekosistem inilah diperkenalkan apa i
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musuh alami; mengapa hama meledak tak
tertanggulangi; apa akibat negatif dari
pestisida, tidak hanya bagi tanaman padi dan
lingkungan sawah, tetapi juga bagi kantong
mereka sendiri. Pendampingan yang
dilaksanakan oleh para pemandu secara
langsung di lahan memacu semangat belajar
petani, sehingga mereka menjadi lebih mandiri.
Perubahan pengetahuan, paradigma berpikir,
strategi bertindak, keyakinan diri, kebebasan
pengambilan keputusan, itulah antara lain
tujuan para perencana program dalam melatih
para petani.

Ungkapan terima kasih dari para petani
peserta SLPHT dengan dilaksanakannya
pelatihan it merupakan perwujudan dari
kesadaran dan pemahaman mereka atas
kekeliruan strategi dan ketidakpahaman mereka
selama ini. Pengenalan awal konsep-konsep
dan paradigma berpikir yang berbeda dari yang
selama ini mereka miliki merupakan hal yang
dirasakan besar manfaatnya. Bahwa pestisida
bukanlah ‘obat’, melainkan racun yang
membunuh musuh alami yang sebenarnya
‘leman mereka’ dalam mengendalikan hama,
seakan merupakan penguak tabir yang selama
ini menghalangi pandangan mereka. Suatu
skema interpretasi yang baru mulai berkembang
dalam alam pikiran petani. Bagaimana
mengendalikan hama tanpa melenyapkan
musuh alami dan, dengan demikian,
menghemat ‘kantong” mereka dari pengeluaran
yang tidak perlu yang selami ini telah mereka
lakukan, itulah manfaat yang dirasakan. Selain
itw, tumbuh keingintahuan yang besar dalam
memahami perilaku hama, siklus hidupnya, serta
cara pengendalian yang tepat sesuai dengan
perkembangan tahap-tahap dalam siklus hidup
hama tersebul.

Sejalan  dengan perubahan  skema
interpretasi ini, apa yvang dapal diamati sebagai
hasil dari pelatihan PHT pada sejumlah petani
adalah perubahan dalam frekuensi penggunaan
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pestisida. Dampak yang lain adalah bertumbuh
kembangnya berbagai macam ‘studi’ yang
dilakukan petani sendiri sebagai sarana uniuk
mengetahui fenomena vang selama ini
merupakan teka-teki. Terutama, dalam situasi
menghadapi serangan hama yang (erus
menerug, seperti hama penpgerek batang pada
1990-1992 di Subang. Saya pun mengamati
kembalinya diversitas varietas padi yang
ditanam petani pada tahun-tahun itv dan tahun-
tahun sesudahnya (Winarto 1997). Maidi dan
Darmowiyoto (1999) melaporkan meningkatnya
hasil produksi varietas TRG4 dengan perlakuan
tanpa pestisida dibandingkan dengan yang
memperoleh perlakuan pestisida dan herbisida
dari petak pengamatan dalam SLPHT.

Sekalipun alam kebebasan seakan dihirup
kembali oleh petani, tetapi hanya sebagian saja
yang benar-benar mevakini efcktivitas stralcgi
PHT dibandingkan dengan strategi
pengendalian hama dengan pestisida. Tidak
seluruh peserta SLPHT dengan mudah dapat
mengubah strategi mereka. termasuk skema
interpretasi yang telah berakar dalam alam
pikirannya selama 30 tahun, Kata ‘obat’ masib
merupakan bagian dari perbendaharaan kata
yang digunakan dalam percakapan sehari-hari,
kecuali di antara mereka yang betul-betul sudah
menghayati dan meyvakini kebenaran pestisida
sebagai racun, bukan sebagai obat. Hal ini
dijumpai di antara para petani pemandu dan
sejumlah besar petani PHT di Terbanggi Besar
yang selama lima tahun terakhir memperoleh
pendampingan yang intensif dan berkesi-
nambungan.

Benih-benih kebebasan dan pentanda akan
perkembangan budaya petani nampak
berlangsung di sejumlah komunitas petani
seperti vang terjadi di Terbanggi Besar. Tetapi,
tidak seluruh warga petani, yang sebagian di
antaranya memperoleh kesempatan dilatih
dalam SLPHT, dapat dengan mudabh memahami
paradigma yang baru ini seperti yang dijumpai
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peneliti di Ciasem Baru dan Batanghari,
Lampung Tengah. Ketidakmudahan mengubah
skema interpretasi dan cara berpikir yang telah
berakar dalam jangka waktw cukup lama hanya
merupakan salah satw faktor yang dapat
menjelaskan mengapa kegiatan program ini
tidak sepenubnya dapat mengatasi krisis yang
terjadi. Ketidaktahuan petani tentang subslansi
kimiawi pestisida dan cara bekerjanya, serta hal-
hal lain berkaitan dengan siklus hidup hama
masih saya jumpai di sebagian petani PHT dan
sebagian besar petani non-PHT. Di pihak lain,
pendampingan yang sungguh-sungguh di
antara para pemandu program nasional PHT
dalam mengembangkan kemampuan warga
komunitas petani untuk bekerja sama dan
mengembangkan kesepakatan serta aturan
bersama untuk menanggulangi berbagai
masalah dalam lingkungannya tidak
dilaksanakan. Perkecualian adalah pen-
dampingan yang dilakukan secara intensif di
Terbanggi Besar yang akhirnya berhasil
mengembangkan para petani sebagai pemandu
bagi sesamanya.

Penvebab lain dari kendala terintermalisasi-
nya paradigma baru ini terletak pada sejumlah
faktor yang saling terkait. Pertama, produksi
pestisida tetap berjalan dengan sasaran
konsumen paling utama adalah petani ity
sendiri. Gaya pemasarannya tetap tidak
mengalami perubahan. Kerja sama dengan
birokrat lokal, para pengurus KUD setempat,
dan penyuluh pertanian tetap berjalan dengan
sasaran peroleban keuntungan, Terlebih lagi,
paradigma pembangunan pertanian tidak
mengalami perubahan mendasar. Kebijakan
yang saling bertemtangan pun tidak jarang
diterima petani. Pemasungan kebebasan petani
tetap pula berlanjut. Salah satw arena dari
pemasungan kebebasan petani ini adalah
pemaksaan penerimaan paket yang lengkap dari
KUT, wermasuk komponen pestisida. Sementara
itu, gaya para penyulub lapangan mendampingi
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pelani tidak mengalami perubahan mendasar,
karena para penyuluh lapangan ini tetaplah
berfungsi sebagai peoyambung  lidah
pemerintah untuk dapat menggolkan program
pembangunan pertanian yang dicanangkan.

Tetapi, suatu fenomena yang meng-
gembirakan mulai terlihat. Dalam konteks
pemaksaan paket KUT, petani di banyak tempat
mulai  berani  bersuara, menyuarakan
ketidaksclujuan mereka atas perlakuvan
sewenang-wenang yang selama ini mercka
terima melalui pernaksaan paket itu. Secara kritis
mereka mengritik kebijakan yang bertentangan
dengan apa yang diterima petani, juga melalui
program pemerintah.

‘Untuk apa kita disckolabkan, kalau memang
kita harus membeli pestisida? *Uniuk apa
memiliki pestisida lebih dahulu sehelum
mengetahui hama apa vang bakal meledak
musim ini? Katanya di PHT udak belch
menyiapkan pestisida lebih dahulu sebelum
pengamatan, kenapa ini kami harus mencrima
peshisida schagai perscdiaan?” (petani PHT di
Ciasem Baru 1990}

Inilah salah satu contoh pelampiasan
kekesalan petani atas berlentangiannya
kebijakan yang mercka terima, terlebih lagi,
yang masih juga memasung kebebasan mereka
dalam menentukan pilihan. Keluhan ini juga
merupakan pertanda telah digunakannya
paradigma berpikir dan skema inferpretasi atas
pestisida yang merugikan mereka bila harus
dimiliki tanpa mengetahui pemakaiannya secara
tepal guna. Penggunaan pestisida secara
bijaksanp atau, bahkan, di banyak wempat: tidak
usah pakai racun sama sekali atau tanam padi
bebas pestisida, tanam kedele bebas pestisida
menjadi slogan yang baru dalam percakapan
sehari-hari seperti yang dijumpai di Terbanggt
Besar. Lebih jauh ini merupakan pertanda
terciptanya kembali relung kebebasan petani,
yakni benih-benih tumbubnya kemampuan
untuk mengatur  diri sendiri dalam
melangsungkan kegiatan cocok tanamays
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Namun, kasus di atas menimbulkan pula
pertanyaan besar tentang arah pembangunan
pertanian di Indonesia. Setelah selama hampir
satn dasawarsa, program pembangunan bidang
pertanian ternyata tidak mengalami perubahan
drastis. Bila kebijakan pembangunan pertanian
masih tidak mengalami perubahan mendasar,
bagaimanakah program PHT secara signifikan
dapat menyumbang pada perubahan budaya
petani?

Gema PALAGUNG 2001:
pemasungan kembali kebebasan
petani?

Kebijakan untuk  melaksanakan
pembangunan pertanian yang seragam
ketimbang yang beragam, yang lebih banyak
diatur pemerintah daripada diatur oleh petani
sendin, sera peningkatan produktivitas di atas
ketangguhan dan keberlanjutan, nampaknya
tetap menjadi landasan kebijakan pertanian,
seperti program terbaru yang dicanangkan
pemerintah. Krisis pangan yang terjadi pada
1997-1998 telah mendorong pemerintah untuk
mencari terobosan guna mengatasi masalah
produksi pangan. Dicanangkanlah *Upaya
Khusus Penanggulangan Krisis Produksi
Pangan® yang salah sawu programnya dikenal
dengan GEMA PALAGUNG 2001, singkatan
dari Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi
Padi. Palawija dan Jagung 2001. Bertolak dari
berbagai kendala vang dihadapi, upaya
dikerahkan uwntuk menanggulangi per-
masalahan sambil meningkatkan produksi
dengan indikator: peningkatan indeks
diversitas pangan, luas areal tanaman, luas
areal panen, dan hasil produksi/ha hingga
tahun 2003. Perhitungan laju pertumbuban pun
ditetapkan. Untuk mencapai sasaran ini, maka,
bertolak dari rincian permasalahan, jalan yang
ditempuh pemerintab adalah kembali melalui
sistem BIMAS dengan kegiatan penyuluhan
dan penerapan teknologi; penyaluran sarana
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produksi secara tepat; dan pengendalian hama
penyakit, panen, dan pasca panen untuk
mengurangi kehilangan hasil. Bahkan secara
eksplisit dikemukakan pula perlunya kembali
pengendalian hama penyakit ditunjang dengan
penggunaan pestisida (Departemen Pertanian
Sekretariat Pengendalian Bimas 1998:passim;
3.

Secara mendasar, apa yang dicanangkan
melalui GEMA PALAGUNG 2001 ini dilandasi
kembali oleh paradigma pembangunan vang
dirancang dan atas dengan petani sebagai tar-
get produksi, Untuk mencapai target produksi
inilah, maka kembali model-model introduksi
teknologi, kegiatan penyuluhan dan
pembimbingan model LAKU (Latihan dan
Kunjungan, Training and Visif), pengupayaan
agar petani melaksanakan rekomendasi
teknologi yang diréncanakan, pengadaan
paket-paket  kredit, pengorganisasian
kelompok-kelompok tani merupakan stralegi
vang dijalankan. Pengorganisasian kelompok
tani dijadikan program tanpa secara sungguh-
sungguh dan mendasar mengevaluasi kembali
strategi  pendekatan vyang selama ini
dilaksanakan,

Dalam konteks model pembangunan
pertanian semacam ini, tidak dapat disangkal
bahwa petani kembali diposisikan sebagai pihak
yang harus dapat membantu pemerintah
memenuhi target produksi yang telah
dicanangkan. Petani memperoleh distribusi
benih-benih unggul dan tetap tidak dilibatkan
sebagai mitra dalam pengadaan benih (lihat
Winarto 1997). Permodalan diupayakan
dipenuhi melalui penyaluran paket-paket kredit
yang. di mata petani, tidak hanya membantu
pengadaan modal, tetapi juga kembali
memasung kebebasan mereka dalam memilih
sarana produksi yang dianggapnya tepat dan
sesuai dengan kebutuhan. Salah saw contoh
utama adalah pestisida.
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Sckalipun petani yang telah meng-
internalisasi prinsip PHT telah menyuarakan
ketidaksetujuannya atas diharuskannya mercka
menerima komponen pestisida dalam paket
tersebut, petani tetap tidak memiliki wewenang
apa pun untuk mengubah kebijakan dari atas,
Selama satu dasawarsa perjuangan pelani
untuk melepaskan dini dani keharusan membeli
pestisida melalui paker kredit ternyata masih
merupakan perjuangan yang tak kunjung henti
harus diupayakan (lihat Winarto 1996). Kini,
dalam konteks intensifikasi pangan, perjuangan
itu terasa semakin sulit. Masalah yang
dirasakan petani dalam hal penerimaan
komponen pestisida ini merupakan salah satu
kasus yang menunjukkan indikasi berlangsung-
nya konflik dalam diri petani yang harus
melakukan pilihan, antara mengikuti suara hati
dan kecbebasan diri dalam mengambil
keputusan, atau mengikuti rekomendasi
pemerintah.

*Saya merasa sangat berat. Ada konflik batin

dalam diri saya... bertentangan...Saat saya

pulang dari sawah, saya lihat tumpukan kotak-
kotak pestisida sudab ada di rumah, didrop
oleh PPL. Adub, bagaimona ini, kan saya ini

Petani Pemandu. Saya tidak mau menerima ilu

bagaimana... habis katanya kalau saya ridak

menerima, kredit tidak akan dicairkan. PPL
takut kalau kita langsung ke KUD memprotes
untuk tidak menpambil pestisida,” ungkap
scorang ketua kelompok tani y:ni sekaligus
juga menjadi Petani Pemandu PHT di dusunnya

di LampuniTmph. Dengan sangat berat hali,

terpaksalah  diterimanya pestisida  itu

( Batanghari, Desember 1999),

Ini hanya secuplik ungkapan tulus dari
mereka yang merasakan tekanan batin, Walau
demikian, petani memang kreatif, Secara indi-
vidual, masing-masing menyiasati sendini apa
yang akan mereka lakukan dalam strategi cocok
tanamnya. Alternatif menggunakan pestisida
botani, atau dalam istilah mereka ramuan
tradisional, mulai divpayakan oleh para petani
di Lampung Tengah dan beberapa wilayah lain.

Namun, konflik batin dalam din masing-
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masing petani scbenamya merupakan cerminan
dari konflik wacana di tingkat elite penentu
kebijakan pembangunan pertanian. Di satu sisi,
terdapat pihak-pihak yang memperjuangkan
secara sungguh-sungguh pelaksanaan prinsip
ini secara konsekuen dengam sasaran
perubahan paradigma pengendalian hama,
pemberdayaan petani it sendiri dan
pengelolaan lingkungan yang sehat dan
tangguh. Di pihak lain, prinsip-prinsip PHT
diakui eksistensi dan kegunaannya, bahkan
dijadikan salah satu strategi program
intensifikasi pangan. tetapi masih dalam
konteks wacana peningkatan produksi, Dalam
konteks wacana semacam ini penggunaan
pestisida tetap tidak boleh ditinggalkan, Karena
masih dinilai sebagai strategi yang efekuf dalam
siluasi  scrangan hama yang  lidak
tertanggulangi lagi oleh altemnatif yang lain,
Secara tersurat dinyatakan dalam latar belakang
permasalahan GEMA PALAGUNG 2001
{Departemen Pertanian Sekretariat Pengendali
Bimas 1998:3) bahwa: °...penerapan PHT sering
kali masih perlu ditunjang dengan penggunaan
pestisida, tetapi karena harga pestisida masih
dirasakan mahal, maka penggunaannya belum
seperti yang diharapkan.” Karena itulah petani
masih acap kali dipersalahkan bila terjadi
ledakan hama yang serius.

Perjuangan, konflik. dan perbenturan
wacana, paradigma, dan pendekatan masih
mewarnai upaya-upaya membenahi dunia
pertanian. Dengan menyimak kembali masih
berulangnya ledakan hawa wereng yang sanga
serius di jalur Pantura Jawa Barat dan ledakan
hama belalang di Lampung tahun 1998, patut
kiranya direnungkan kembali ke manakah
pembangunan perianian akan diarahkan?

Penutup

Bidang pertanian merupakan salah saw
kancah pembangunan yang secara amat nyata
didominasi oleh hegemoni ilmu pengetahuan
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dan teknologi untuk rekayasa genetika beserta
sejumlah perangkat produksi dan sarana
penunjangnya. Dalam konteks pembangunan,
hal itu kemudian menjadi landasan pencniu
kebijakan dan program-program guna
meningkatkan produksi pangan. Kajian
etnografi secara mendalam tentang apa yang
dialami petani sebagai target dan sekaligus
pelaksana  program pembangunan  itu
memungkinkan antropolog untuk memahami
bagaimana mereka yang kurang beruntung dan
kurang berkuasa itu mengalami dinamika
perlakuan dari agen-agen pembangunan. Era
Revolusi Hijau menunjukkan bagaimana para
petani mengalami kehilangan kebebasan dan
kekuasaan atas lahannya sendiri. sambil
mencoba mengadopsi teknologi dengan skema
interpretasi atau pemahaman dari domain yang
berbeda dari domain teknologi tersebut. Hal it
terjadi tanpa disertai oleh internalisasi
pengetahuan yang komprehensif mengenai
teknologi yang dipaksakan oleh agen
pembangunan untuk diadopsi. Hilangnya
kebebasan dan tidak adanya orientasi bagi
perluasan wawasan dan pengetahuan petani
menjadi kendala bagi perkembangan budaya
mereka. Konsckuensi yang tidak terduga dani
paradigma pembangunan semacam ini adalah
meningkatnya ketidaktahuan petani dan
meledaknya serangan hama dan penyakit
Program Pengendalian Hama Terpadu yang
berupaya melakukan koreksi atas lemahnya
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Pengembangan Investasi Modal Sosial
dalam Pembangunan'

Zulkifli B. Lubis

(Universitas Sumatera Ultara)

Abstract

Development in Indonesia has been characterized by a tap-down and centralistic model,
placing importance upon economic capital and measured by economic growth., The author
argiees for the importance of developing social capital invesiment, whereby social capital is
seen as the capacity that emerges from mutual trust in sociery and transmined through cul-
tural mechanisms, He provides two contrasting cases of social capital invesiment in develop-
meni: community-based management resource management in South Tapanuli and a Social
Safety Net program in North Sumatera. Although both were designed 10 allow for equal
participation in every stage of the program, the latter met with failure because of very high
bureancraric intervention and the absence of trust among participants. On the other hand, the
former program proved successful for the opposite reasons, and for the added ability of the
community in crafting institurions.

The success of the program in Sowh Tapanuli has led the author to look into the possibili-
ties of secial capital investment in social systems larger than the village communiry, although
it the current state of Indonesia he admits that the development of secial capital would be
easier in smaller social systems.

Pendahuluan

Rangkaian krisis multidimensional yang
dialami bangsa kita sejak pertengahan 1997 lalu,
dinyatakan oleh banyak kalangan sebagai
implikasi dari kebijakan-kebijakan pembangun-
an rezim orde baru. Selama bertahun-tahun
‘pembangunan’ menjadi sebuah idiom wajib
bagi pemerintah dalam mengatur kehidupan
masyarakat dan negara. Bahkan, kata itu seakan
difungsikan sebagai ideclogi, dan dengan kata

' Naskah ashi dari walisan ini disajikan dalam sesi
‘Pembangunan Gaya “Orde Baru” dan Krisis Budaya,
dalam Seminar: ‘Memasoki Abad ke-21: Anwopologi
Indomesia Menghadapi Knsis Budaya Bangsa®, 6-8 Mei
1999, Pusat Studi Jepang, Kampus Universitas Indo-
sesia Depole.
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itu, seluruh tatanan kehidupan diatur. Orang
vang kritis terhadap kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan, atau mereka yang berusaha
menghambat lajunya ‘roda pembangunan’ akan
dicap sebagai musuh pemerintah sekaligus
musuh negara. Dalam banyak hal, seperti
dikatakan Sach (1992) sebagaimana dikutip oleh
Gardner dan Lewis (1996:1), konsep
pembangunan justru melahirkan khayalan,
kekecewaan, kegagalan dan kejahatan. Karena
itu, wajar bila sebagian kaum intelektual telah
mendeklarasikan kematian konsep pem-
bangunan (Gardner dan Lewis 1996:1).

Model atau corak pembangunan yang
dijalankan adalah cerminan wajah dari rezim
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yang tengah berkuasa menjalankan pem-
bangunan itu. Bila wajah pemerintahan yang
berkuasa berkarakter otoritarian, paternalistik,
dan hegemonik—sejumlah ciri yang melekat
pada rezim orde baru—maka pilihan model
pembangunan secara ‘top down' dan
sentralistis merupakan sesuatua hal yang tidak
terelakkan. Para ahli relah sejak lama
menunjukkan kegagalan frickle down effect—
karcna yang scbenarnya terjadi adalah
‘penghisapan dari atas"—pendckatan pem-
bangunan yang berpusat pada ‘pertumbuhban’
masih saja dijadikan landasan kebijakan hingga
kini. Saya bukanlah orang yang memiliki
kapasitas dan kompetensi kuat untuk menilai
kebijakan pembangunan semacam itu. Tetapi,
sudah menjadi suatu ‘keluhan kronis® di
kalangan ilmuwan sosial, cendekiawan maupun
aktivis LSM bahwa model pembangunan yang
kita jalankan selama ini—yang ternyata
menghasilkan berbagai macam krisis seperti
sekarang—sangat bertumpu pada pendewaan
modal ekonomi {(dengan ukuran kesuksesan
berupa angka-angka pertumbuban ekonomi).
Sementara itu, modal sosial (secial capital)
dikesampingkan.

Implikasi dari karakter dan perilaku rezim
orde baru terhadap tatanan sosial budaya
bangsa kita sudah banyak diulas orang.
Misalnya, kecenderungan eufimisme dalam
berbahasa, kebiasaan "minta petunjuk pada
atasan’, tabiat ABS (Asal Bapak Senang),
hilangnya gairah inovasi dan inisiatif di
kalangan rakyat, memudarnya sikap saling
percaya antar warga yang berbeda latar
belakang sosial budaya (SARA), penguasa
yang menganggap rakyainya bodoh, dii.,
adalah sebagian kecil contoh gejala sosial
budaya yang tumbuh subur di era orde baru.
Sikap saling percaya (frusf) yang merupakan
inti dari modal sosial (Fukuyama 1995) seperti
kita saksikan belakangan ini, nyaris hilang dan
kehidupan bangsa kita hampir di semua segmen
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sosial, baik di tingkat elit penguasa maupun di
kalangan rakyat. Politik pembangunan orde
baru menjadi pihak terdakwa atas munculnya
gejala disintegrasi bangsa saat ini, yang telah
dimulai dengan hilangnya rrust di antara
komponen-komponen sosial yang menjadi
fondasi bangunan yang bernama Indonesia,

Tulisan ini akan membicarakan potensi
pengembangan investasi modal sosial (secial
capital) dalam pembangunan sebagai sebuah
alternatif—yang menurut hemat saya berguna
untuk ke luar dari krisis sekarang—dan
selayaknya menjadi basis pembangunan di
masa depan. Investasi modal sosial akan
tumbuh dan berkembang dengan baik apabila
terbangun infrastruktur sosial yang kondusif
yang bisa dimulai dengan reorientasi model
pembangunan. Di era reformasi ini, kemauan
politik pemerintah ke arah pembangunan
partisipatif dan bortom-up sudah mulai nampak,
meskipun sinyalnya masih lemah dan sayup-
sayup. Hal ini merupakan suatu prakondisi yang
diperlukan bagi pengembangan investasi modal
sosial.

Dalam tulisan ini, saya akan menyajikan
dua contoh kasus diterapkannya pengembang
an investasi modal sosial. Pertama, kasus
pengelolaan program jaring pengaman sosial,
khususnya proyek PDM-DKE (Pemberdayaan
Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis
Ekonomi) yang dijalankan oleh pemerinth di
awal 1999. Kedua, kasus pengelolaan “lubuk
larangan’ (river protected area) di Kabupaten
Tapanuli Selatan, yang dikelola oleh komunitas
lokal. Kasus ini merupakan suatu confoh
berhasilnya pengelolaan sumberdaya berbasis
komunitas (communitv-based resource man-
agement). Dua kasus tersebul menarik untuk
diulas dalam kaitan dengan pembangunan
pranata sosial, karena keduanya memiliki
beberapa persamaan dalam prinsip dan tujua
pengembangannya, tetapi memperlihatkan
hasil yang sangat berbeda dalam penerapannys.

ANTROPOLOGI INDONESIA 59, 1999



Pengelolaan program PDM-DKE berawal
dari inisiatif pemerintah, sehingga masih berciri
rop down. Sementara itu, pengelolaan ‘lubuk
larangan® bermula dari inisiatif warga komunitas
lokal, dan karenanya, bercirikan bortom up.
Meskipun titik awalnya berbeda, keduanya
dirancang dengan prinsip-prinsip yang sama,
yaitu prinsip kebersamaan dan partisipasi yang
adil dan setara, keterbukaan (rransparency),
kebertanggungjawaban (accountabiliry), dan
kelestarian program (sustainabiliry). Tujuan
yang ingin dicapai oleh kedua kegiatan tersebut
juga memiliki kesamaan, yailu mendorong
keberdayaan masyarakat dalam pengembangan
potensi sosial ekonomi dan kesejahteraan
mercka melalui usaha-usaha bersama atau
kelompok. Seyogyanya, dengan pencrapan
prinsip-prinsip di atas, pengembangan investasi
modal sosial dapat berjalan dengan baik dalam
rangka mencapai tujuan program. Tetapi, fakta
di lapangan menunjukkan bahwa program
PDM-DKE dengan pengucuran dana
pembangunan yang cukup besar boleh
dikatakan menemui kegagalan. Sebaliknya,
program pengelolaan lubuk larangan justru
mampu menghimpun dan membiakkan dana
pembangunan. Sistem pengelolaan demikian
masih mampu bertahan hingga sekarang.

Modal sosial dan pembangunan
partisipatif

Konsep modal sosial (social capital)
berasal dari James Coleman {1988) vang
mengartikannya sebagai aspek-aspek dari
struktur hubungan antara individu-individu
yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-
nilai baru. Konsep itu kemudian dielaborasi
oleh sejumlah ahli dalam kaitan dengan isu-isu
pembangunan ekonomi maupun politik. Elinor
Ostrom (1992) misalnya, melalui pengalaman-
nya yang cukup luas dalam mengkaji proyek-
proyek pembangunan di dunia ketiga
menyatakan bahwa modal sosial merupakan
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prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek
pembangunan. Menurut Ostrom, keberadaan
modal sosial itu terlihat dari kemampuan suatu
komunitas merajut institusi atau pranata {crafi-
ing instirution) yang menjadi acuan tindak bagi
mereka. Institus] diartikan sebagai seperangkat
aturan yang digunakan secara aktual oleh
sekumpulan individu untuk mengorganisasikan
tindakan yang berulang-ulang, yang meng-
hasilkan suatu ke luaran yang mempengaruhi
individu-individu tersebut, dan juga potensial
untuk mempengaruhi orang lain. Dengan kata
lain, institusi adalah seperangkal aturan yang
berlaku atau digunakan {rules-in-use) yang
dijadikan sebagai acuan untuk bertindak
(Ostrom 1992:19).

Robert D, Putnam (1993:167) menempatkan
modal sosial sebagai unsur utama pembangun
schuah masyarakat sipil (civic communiry).
Modal sosial mengacu pada aspek-aspek utama
dari organisasi sosial, seperti kepercayaan
{trusr), norma-norma {norms), dan jaringan-
jaringan (nerworks) yang dapat meningkatkan
efisiensi dalam suatu masyarakat melalui
fasilitasi bagi tindakan-tindakan yang
terkoordinasi. Menurut Putnam, kerjasama
sukarela lebih mudah terjadi di dalam suvatu
komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal
sosial yang substansial dalam bentuk aturan-
aturan, pertukaran timbal balik, dan jaringan-
jaringan kesepakatan antarwarga.

Aturan-aturan pertukaran timbal balik dan
jaringan kesepakatan antar warga yang menjadi
basis bagi kerjasama sukarela itu biasanya
tercipta, bila tingkal partisipasi yang setara dan
adil (equal participation) di dalam komunitas
sudah terwujud. Dalam konieks pengelolaan
sumberdaya alam misalnya, David Korten (1987}
dan Peter Oakley dkk. (1992) mengemukakan
bahwa pengelolaan sumberdaya berbasis
komunitas (community-based resources man-
agement) ditandai oleh adanya partisipasi yang
tinggi dari para anggotany:a, yang mengacu
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pada inslitusi atau aturan-aturan yang mereka
kembangkan dan disepakati bersama. Norman
Uphoff (1988) mengatakan bahwa suatu
partisipasi dikatakan tinggi bila warga
komunitas memiliki kesempatan yang sama
uatuk terlibat dalam semua tahapan
pengelolaan, yaim: perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pemanfaatan hasil,

Kelemahan bentuk pengelolaan program
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
(government management) biasanya terletak
pada terbatasnya akses masyarakat untuk
terlibat dalam tahap-tahap pengelolaan
tersebut, karena partisipasi dalam konteks
proyek pembangunan oleh pemerintah lebih
diartikan sebagai mobilisasi.

Di sisi lain, Francis Fukuyama (1995)
mengaitkan konsep modal sosial tersebut
dengan kehidupan ekonomi, la menyebutkan
bahwa modal sosial yang berintikan sikap
saling percaya (frusi), merupakan dimensi
budaya dari kehidupan ekonomi (cultural di-
mension of economic life) yang sangat
menentukan dalam keberhasilan pembangunan
ckonomi. Dalam kaitan ini, rrust diartikan
sebagai:

“..the cxpectation that arises within a
community of regular, honest, and coopera-

tive behavior, based on commonly shared
norms, on the part of other members of that

communify' {(Fukuyama 1995:26).

Dari paparan di atas tampaklah bahwa
modal sosial itu paling tidak memiliki tiga
komponen inti, yaitu:

» kemampuan merajut institusi (crafring

institution),

= adanya partisipasi yang setara dan adil

(equal participation), dan

« adanya sikap saling percaya (trusr).

Trust merupakan perekat (dimensi afektif)
yang menghubungkan pranata dan norma
{dimensi ideasional) dengan adanya partisipasi
(dimensi perilaku). Modal sosial dapat terwujud
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di dalam kelompok sosial yang paling kecil
semisal keluarga, tapi dapat juga terwujud dalam
kelompok sosial yang paling besar seperti
négara, atau pada kelompok-kelompok lain di
dalam lingkup negara. Modal sosial it
diciptakan dan ditransmisikan melalui
mekanisme-mekanisme budaya seperti religi,
tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifat
historis. Berbeda jauh dengan modal material,
maka modal sosial—vang menurut Fukuyama
(1995) berintikan sikap saling percaya (trus)
itu—justru semakin bertambah bobotnya
apabila semakin intensif didayagunakan.
Karena itu, penggunaan modal sosial akan
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan
suatu kepiatan, semisal program pembangunan.
Dalam kasus pengelolaan ‘lubuk larangan’
terlihat bahwa dengan adanya frusr yang cukup
kuat di antara warga komunitas lokal, mereka
dapat menghemat, bahkan meniadakan
beberapa pos beaya operasional, misalnya
untuk upah perugas jaga, pembuatan pagar
pengaman, dan lain scbagainya, schingga
pengelolaan ‘lubuk larangan’ menjadi lebih
cfisien.

Perencanaan  pembangunan  yang
dilakukan oleh pemerintah, termasuk rencana
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
alam, masih belum memperhitungkan komponen
modal sosial sebagai sesuatu yang perly
dikembangkan ataw  didayagunakan.
Pandangan yang dominan masih mengartikan
modal pembangunan scbatas modal ekonomi
atau modal material. Semestinya, tesis
Fukuyama (1995), Putnam {1993} dan Ostrom
{1992) yang memperlihatkan signifikansi
dimensi sosial-budaya seperti digambarkan di
atas, menjadi acuan teoretis bagi agen
pembangunan. Bila hal ini dilaksanakan, maka
faktor potensi modal sosial  dalam
penyelenggaraan pembangunan tentulah
dapar diperhitungkan.
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Proyek PDM-DKE di Sumatera
Utara: agen pembangunan yang
gamang®

Agak berbeda dari program JPS (Jaring
Pengaman Sosial) yang lain, Proyek PDM-DKE
(Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi
Dampak Krisis Ekonomi)}—sesuai dengan buku
petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh
Bappenas—membuka peluang bagi proses
pengelolaan partisipatif, dengan perencanaan
kegiatan yang bermula dar bawah (dari rarger
group yang ditetapkan). Kelompok sasaran
vang berhak menerima bantuan dana melalui
Proyek PDM-DKE adalah penduduk miskin
yang:

* kehilangan pekerjaan dan sumber

penghasilannya, dan

+ uidak cukup mempunyai sumber peng-
hasilan bagi pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari, khususnya untuk
pengadaan pangan, pembiayaan pendi-
dikan dan keschatan, serta kebuwhan
sosial ekonomi lainnya.

Sesuai buku petunjuk pelaksanaan (juklak),
maka pengelolaan administrasi dan penyaluran
dana harus mengikuti empat prinsip, yain;

v quick disbursement, cepat sampai ke

kelompok penerima manfaat;

* rransparency, rencana kegiatan harus
dapat diketahui oleh seluruh lapisan
masyarakat dengan mudah dan terbuka;

« gecountability, seluruh kepiatan harus
dapat dipertanggungjawabkan secara
teknis maupun administratif; dan

! Bahan-bahan wniuk bagian ini bersumber dari
pogalaman save dan beberapa orang staf pengajar
FISIP-Universitas Sumaterd Utara vang  tedlibat dalam
peagelolaan program jaring pengaman sosial PDM-
DEE di Sumatera Utara, di antaranya di Kabupaten
Labuhan Bat, Kabupaten Langkat dan Kotamadya
Medan. Penulis menjadi bagian dari tim KMT 11
{Eonsultan Manajemen Tingkat [1) sebagai Team
lender, Ahli Pengembangan Masyarakat, dan juga
Fuilitator Kecamatan.
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* sustainability, hasil kegiatan dapat
dilestarikan dan dikembangkan oleh
masyarakat sendiri dalam wadah
organisasi masyarakat setempat.

Pelimpahan wewenang pengelolaan
diberikan ke tingkat desa/kelurahan, sehingga
warga desa dan penerima manfaat mempunyai
kesempatan untuk merancang kegiatan yang
akan dilakukan untuk memanfaatkan bantuan
dana yang disebut BLM (Bantuan Langsung
Masyarakat). Rentang kegiatan yang bisa
didanai dibatasi oleh dua bidang pokok, yaitu
a) kegiatan pembangunan (rehabilitasi) sarana
fisik yang mendukung meningkatnya
pergerakan roda ekonomi masyarakat, dan b)
pengembangan kegiatan usaha skala kecil
menengah. Proses pengelolaan harus
dilandaskan pada hasil musyawarah
masyarakat desa. Warga desa/kelurahan dapat
berperan serta secara aktif dalam tahapan
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian
kegiatan. Jenis kegiatan yang akan ditetapkan
harus melalui wadah musyawarah masyarakat
desa. Kepala Desa/Lurah hanya berperan
sehagai pembina (Pembina Desa), sedangkan
Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan
(TPKd/k) diketuai oleh Kewa [ LKMD atau
tokoh masyarakat yang dipilih. Untuk
mendampingi masyarakat desa dalam
menyusun perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan, akan dipilih seseorang vang akan
berperan sebagai Fasilitator Desa (FD) melalui
musyawarah desa. Orang ini adalah anggota
masyarakat desa bersangkutan yang relatif
menonjol kemampuan dan kepemimpinannya,
yang dipilih oleh masyarakat desa secara
demokratis,

Struktur organisasi pengelolaan proyek
PDM-DKE seperti yang terdapat di tingkat desa
juga dibentuk di tingkat kecamatan, dengan
fungsi utama memfasilitasi keperluan-keperluan
teknis dan administratif. Di antaranya, ada yang
disebut KPL (Koordinator Pelaksana Lapangan)

57



vang dijabat secara ex officio oleh Kasie PMD
dibantu oleh petugas penyuluh lapangan dan
mantri statistik. Di kecamatan juga bertugas
seorang Fasilitator Kecamatan (FK) yang
merupakan bagian dari tim KMT II (Konsultan
Manajemen Tingkat IT). Mereka ini adalah
perusahaan konsultan yang ditunjuk oleh
Bappeda Tk 11. Di tingkat kabupaten, ada pula
yang disebut TKPP-II (Tim Koordinasi
Pengelolaan Program PDMDEKE tk I1). Demikian
selerusnya di tingkat propinsi dengan adanya
TKPP-1 dan KMT-I , dan TKPP serta KMT di
tingkat Pusat.

Yang ingin disoroti dalam pelaksanaan pro-
gram JPS ini menyangkut pelaksanaan dari
ketentuan-ketentuan seperti divraikan dalam
juklak, khususnya yang berkaitan dengan
prinsip transparansi, partisipasi, rrust,
kemampuan masyarakat dalam membangun/
merajul institusi yang diperlukan, dan
kelestarian program. Aspek-aspek tersebut
merupakan bagian dari komponen modal sosial
sebagaimana dikemukakan di atas. Mengingat
bahwa para pelaksana program itu adalah agen-
agen pemerintah, apakah modal sosial dapat
tumbuh dan dikembangkan dalam kasus-kasus
pengelolaan dana JPS ini? Jika tidak, apa
sebabnya?

Monopoli informasi

Saw gejala kuat yang terdapat hampir di
semua desa yang menerima dana JPS ini ialah
adanya monopoli informasi oleh segelintir elit
desa, sehingga prinsip transparansi tidak
berjalan. Ketika sosialisasi program PDM-DKE
dilakukan di kecamatan yang menghadirkan
para Kepala Desa, Ketua I LKMD dan tokoh-
tokoh masyarakat (dalam kenyataannya tokoh
masyarakat jarang dihadirkan dengan sejumlah
alasan teknis), wjuan dan sasaran program ini
sudah dijelaskan dengan rinci. Distorsi dan
monopoli informasi segera terjadi ketika
sosialisasi serupa dilakukan di tingkat desa,
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karena yang hadir dalam pertemuan lersebut
lagi-lagi adalah lapisan elit desa. Hal ini bukan
semata-mata kesalahan aparat desa yang
seakan-akan menyembunyikan orang-orang
miskin yang berhak atas bantuan dana itu,
melainkan terjadi pula karena budaya
paternalistik yang sudah mengakar kuat,
‘Bapak-bapak yang datang dari kota
memberikan “penyuluban” harus disambut oleh
orang-orang yang patut dan terhormat di desa
itn,’ demikianlah pandangan para aparat desa.

Tindakan menghindari transparansi dan
monopoli informasi itu juga dilakukan secara
sadar oleh elit desa (khususnya kepala desa)
dengan alasan takut menjadi bumerang dan
membahayakan kedudukannya. Logikanya,
kalau kepala desa menyebarkan informasi
mengenai bantuan dana tersebut scluas-
luasnya pada warga desanya, mau tak mau dia
harus ikut bertanggung jawab atas segala
konsekwensi dari penyaluran dana itu pada
yang berhak (orang miskin, keluarga
pras¢jahtera dan KS I, penganggur korban
PHEK)., Masalahnya, para kepala desa tidak
percaya pada kemampuan orang miskin untuk
mengembalikan dana bantuan guna digulirkan
kembali.* Dalam hal ini, kepala desa takut pada
dua pihak. Pertama, pada rakyatnya sendiri
yang bisa jadi akan menuntut perguliran dana.
Kedua, pada atasannya di kecamatan yang
sewaktu-wakiu akan menuntut pertanggung-
jawaban dan menimpakan kesalahan pada
kepala desa, jika program mengalami kegagalan,

Bersikap transparan pada warga sendiri
tampaknya bukan hal vang mudah bagi seorang
kepala desa. Di pihak warga telah berkembang

* Sejumlah kepala desa mengambil kasus dana |DT
sehagai contoh kelidakmampuan penduduk miskia
dalam mengelola dana bantuan, schiogg
pengembaliannya serel. Pengalaman itu membuat
mereka pesimis akan keberhasilan prinsip pergulims
dana JPS ini, schingga meveka menyarankan agar dam
tersebot digunakan saja untuk proyek-proyek fisik,
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pula semacam apatisme dan keraguan bahwa
kepala desanya akan jujur dalam wrusan uang
asal dari pemerintah. Telah menjadi rahasia
umum bahwa penggunaan dana Bangdes
{Pembanpgunan Desa) yang disalurkan
pemerintah setiap tahun ke setiap desa, lebih
banyak menguap di tengah jalan ketimbang
digunakan untuk pembangunan. Sikap
pamongpraja di tingkat desa hingga kabupaten
yang menganggap babwa pembangunan
adalah privilese dan monopoli pemerintah yang
tidak boleh diganggu, seperti pernah
diingatkan Soedjatmoko ( 1992:332), juga tampak
dalam kasus pengelolaan JPS ini. Kepala desa
atau pamongpraja justru menjadi penghalang
inisiatif desa, suatu gambaran yang bertolak
belakang dengan kesimpulan penelitian
Theodore M. Smith  di akhir tahun 1960-an
{Smith 1984:213).

Musyawarah elit desa

Dalam prakteknya, musyawarah desa yang
diharapkan menjadi wadah penggodogan
rencana kegiatan proyek PDM-DKE sccara
demokratis sesuai dengan isi juklak, tak lebih
sebagai musyawarah para golongan elit desa.
Orang-orang miskin yang menjadi sasaran
program tidak dilibatkan dalam musyawarah
yang membicarakan nasib mercka. Keputusan
diternpuh berdasarkan pemikiran para pimpinan
desa mengenai apa yang sebaiknya dilakukan
dengan dana bantuan JPS ini. Lagi-lagi
fenomena ini merupakan produk orde baru
dengan pihak pimpinan yang senantiasa
menganggap rakyainya bodoh, dan merekalah
yang paling tahu atas apa yang scharusnya
dilakukan untuk rakyat miskin itu.

Dengan demikian, partisipasi yang sctara
dan adil terbadap sumberdaya dan informasi
tidak terlaksana dalam konteks pengelolaan
PDM-DKE. Bahkan, dalam proses menentukan
fiapa di antara penduduk miskin yang akan
memperoleh bantuan dana, mereka hanya

ANTROPOLOGI INDONESLA 59, 1999

berpatokan pada data sekunder yang dibuat
oleh petugas BKKBN (kategori keluarga pra-
KS dan KS-I), meski banyak keluarga miskin
vang lebih berhak justru tidak memperoleh
bantuan. Dalam konteks ini, pimpinan desa
sudah kehilangan visi, motivasi dan inisiatif
untuk menyelenggarakan program sesuai
dengan misi JPS it sendiri®,

Rebutan rezeki nomplok

Pengalaman mengajarkan pada penduduk
desa bahwa program bantuan dana dari
pemerintah adalah sesuatu yang tidak perlu
dikembalikan. Bahkan, terdapat pandangan
bahwa kewajiban pemerintahlah memberikan
bantuan pada rakyatnya. Bukan hanya kepala
desa yang bisa nakal dalam urusan bantuan
dana dari pemerintah; rakyat juga banyak yang
sesungguhnya tidak ‘polos’ sebagaimana
sering digambarkan oleh kalangan LSM.
Rencana kegiatan yang ditwangkan dalam
proposal  sejumlah  Pokmas (kelompok
masyarakat) calon penerima manfaat program
PDM-DEKE, jelas merupakan akal-akalan untuk
menangguk rezeki. Mereka yang pandai
membuat proposal demikian bukanlah rakyat
vang sebenar-benarnya miskin, melainkan
mereka yang tergolong kelas menengah di desa.

Dalam konteks proyek PDM-DKE ini, amat
sulit untuk mevakinkan penduduk desa bahwa
BLM yang mencapai puluban juta rupiah (lebih
tinggi dari dana IDT) yang disalurkan ke
desanya, merupakan investasi yang dapat
mereka kembangkan untuk keuntungan
bersama melalui pengguliran, Ada Keraguan di
dalam diri mereka bahwa penerima pertama tidak

4 Pihak pimpinan program (para pejabat lokal) bahkan
tidak berani menggunakan data fakir miskin yang
dipegang oleh amil zakat aiau melaloi lembaga gercja
dalam penefivan orang yang benar-benar berhak
mendapat bantwan. Padahal, kita wahu bahwa setiap
tahun lembaga keagamaan semisal amil zakat itu
menyalurkan secara tepat zakat firah pada kaum fa-
kir miskin di desanya.
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akan taal ntuk mengembalikan dana yang
dipeioleh, sehingga sikap saling percaya tidak
bisa tmbuh. Hal ini sangat kontras dengan
model arisan {rofaring credi association) yang
bisa hidup lestari, karena dilandasi oleh adanya
investasi modal sosial yang kuat di antara
pesertanya. Dalam urusan vang baniuan
pemerintah, yang justru tumbub adalah sikap
saling curiga antar warga desa, dan antara
warga dengan aparat desa. Dana bantuan
tampaknya dipahami sebagai rezeki nomplok
yang layak diperebutkan,

Agen pembangunan yang gamang

Pengelolaan program PDM-DKE yang
mulai mengakomodasikan  pendekatan
partisipatif, tampaknya merupakan hikmah era
reformasi, Namun, di tingkat paling bawah,
khususnya desa dan kecamatan, apa yang
terjadi dengan perubahan paradigma it adalah
kegamangan yang cukup jelas tampak dalam
sikap dan perilaku aparat, atau mereka yang
selama ini menjadi agen pembangunan.
Pelimpaban  pengelolaan langsung ke
masyarakat {melalui TPKdA/k), dengan kebijakan
memangkas jalur birokrasi kecamatan dan
mengurangi kekuasaan Camat, membual para
‘penguasa’ kecamatan ini menjadi uring-
uringan, bersikap acuh-tak acuh terhadap
penyelenggaraan proyek. Demikian juga yang
terjadi pada kepala desa, karena pengelolaan
proyek ditangani oleh Ketua 1 LKMD. Mereka
séakan gamang dengan privilese yang
sekonyong-konyong dicabut dari tangannya
dan diserahkan ke rakyat.

Kasus proyek PDM-DKE memperlihatkan
bahwa prinsip-prinsip pengelolaan yang secara
konseptual sesungguhnya telah membuka
peluang bagi terbangunnya infrastrukuur sosial
vang kondusif bagi pengembangan investasi
modal sosial, ternyata dapat dikatakan gagal
mencapai tujuannya. Proyek ini pun gagal
scbagai contoh model pembangunan

partisipatif yang dirancang pemerintah.
Kepagalan itu terjadi karena adanya ‘distorsi’
yang cukup besar dalam menerjemahkan
prinsip-prinsip lersebut di tingkat bawah,
terutama oleh aparat atau agen pembangunan
yang masih dikungkung oleh *budaya dan
struktur pembangunan’ rezim orde baru.

Lubuk Larangan di Tapanuli
Selatan: pengembangan investasi
modal sosial di tingkat komunitas®

Daerah aliran sungai (DAS) lazimnya
dikategorikan sebagai sumberdaya yang
terbuka perolehannya {open access), yaitu
sumberdaya vang tidak dimliki oleh siapa pun,
sehingga bebas dimanfaatkan oleh siapa saja.
Penduduk setempat, atau pibak pemerintah,
belum memberlakukan institusi pengelolaan
terhadap sumberdava vang “terbuka’ ini. Tetapi,
di beberapa tempat di Tapanuli Selatan, aliran
sungai telah dikategorikan sebagai sumberdava
milik bersama {conunen property resouree)—
yang dalam istilalh Acheson (1989:359)—
disebut communally owned resonrces. Dalam
kurun waktu kurang lebih 15 tahun terakhir, di
sejumlah desa di Kabupaten Tapanuli Sclatan
berkembang suatu bentuk perlakuan dan
penetapan status baru atas bagian alir
sungai yang melewati wilavah desa-desa
tersebut. Penduduk setempat menyebutnya
dengan label ‘Lubuk Larangan® {river pro-
fected area). Data Dinas Perikanan Tk 1I
Tapanuli Sclatan tahun 1994 menunjukkan,
jumiah lokasi ‘Lubuk Larangan' terdapat di &0
desa yang tersehar di tujub kecamatan, dm
pada tahun 1997 meningkat menjadi 71 lokasi
yang tersebar di sembilan kecamatan,

' Bahan informasi untuk bagian ini disarikan:dad
laporan penelitian penulis berjudul “Rekayasa Modil
Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam: Kusug
pengelolaan lubuk larangan di Kecamatan Kotanopas,
Tapaouli Selatan™. Penclitian dilakukan pada tahus
1997-93.

ANTROPOLOGI INDONESIA 39, 199



Perlakuan dan penetapan status baru
menjadi Lubuk Larangan dilakukan oleh
penduduk di desa-desa tersebul sebagai salah
satu upaya untuk menghimpun dana yang akan
digunakan untuk pembangunan desa. Dengan
memberi status lubuk larangan, maka bagian
terientu dari aliran sungai yang ‘dimiliki® oleh
suatu desa, dibatasi akses eksploitasi
sumberdayanya, khususnya penangkapan ikan
yang hidup di dalam wilayah lubuk larangan
tersebut, Pemanfaatan kekayaan sungai lain
berupa batu, pasir, air, dan bentuk-bentuk
pemanfaatan lain kecuali penangkapan ikan
masih tetap dapat dilakukan. Jangka wakiu
penutupan lubuk larangan biasanya sekitar
saty (1) tahun, atau sekurang-kurangnya enam
{6) bulan. Setelah satu tahun, biasanya pada
Hari Raya Idul Fitri atau hari-hari besar lainnya,
diadakan festival pembukaan lubuk larangan.
Pada han ity, penduduk desa atau mereka yang
datang dari daerah lain diizinkan melakukan
penangkapan ikan di lokasi lubuk larangan
setelah memenuhi persyaratan-persyaratan
tertentu. Di antaranya, membayar tiket masuk
yang harganya bervariasi sesuai dengan jenis
alat tangkap vang digunakan. Dana vang
tersumber dari tiket masuk dihimpun oleh suatu
panitia yang sudah dibentk dan bekerja sejak
setahun sebelumnya, dan setelah dikurangi
dengan biaya-biaya operasional panitia dan
bentuk-bentuk pengeluaran lain, maka sisanya
diglokasikan untuk dana pembangunan desa.
Misalnya, digunakan untuk membiayai
pembangunan madrasah, membayar gaji guru
di madrasah, membangun jalan desa,
menyantuni anak vatim dan fakir miskin, dan
liin sebagainya sesuai dengan keéscpakatan
penduduk desa.

Perolchan uang yang dihimpun panitia
bervariasi tergantung pada jumlah peserta fes-
tival. Sebagai contoh, empat desa yang menjadi
lokasi penelitian di Kecamatan Kotanopan
memperlihatkan bahwa dana yang terhimpun
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pada setiap pembukaan lubuk larangan berkisar
antara 2,5 hingga 8, 5 juta rupiah per desa. Bahwa
dalam setahun desa-desa tersebut mampu
menghimpun dana untuk kas desa sebanyak
itu, merupakan suatu prestasi kerjasama kolektif
yang cukup baik. Menarik untuk disimak,
bagaimana proses pengelolaan lubuk larangan
itu dapat berlangsung terus hingga kini.

Jawaban atas pertanyaan itu terletak pada
kemampuan penduduk desa merekayasa dan
mendayagunakan modal sosial di antara mereka,
yang terlibat dari:

* kemampuan merajul institusi sebagai

acuan tindakan bersama,

+ adanya partisipasi yang setara, dan

* wmbuhnya sikap saling percaya dalam

proses pengelolaan lubuk larangan
tersebut,

Yang menarik, campur tangan aparat
pemerintah daerah dalam hal ini sangat mini-
mal. Keterlibatan aparat hanya dalam bentuk
pemberian izin sebagai persyaratan legalitas
formal lokasi lubuk larangan; dan keterlibatan
aparat keamanan (jika diminta) umuk mengatasi
konflik yang timbul dalam proses pengelolaan,
Selebihnya, penduduk desa yang ber-
sangkutanlah yang secara otonom menciptakan
aturan yang mereka sepakati bersama, yang
keberlakuannya dikenakan pada scmua orang.
Dengan penetapan status lubuk larangan
tersebut, maka bagian aliran sungai yang
tertentu  beralih  karakteristiknya dari
sumberdaya dengan akses terbuka menjadi
sumberdaya milik bersama dengan akses
terbatas. Hal itu berarti bahwa sebelum
ditetapkannya lubuk larangan di suatu wilayah
aliran sungai, sumberdaya yang ada di dalam
wilayah tersebut dapat diperoleh dan
dimanfaatkan oleh siapa pun, baik dari warga
komunitas desa sendiri maupun desa-desa lain.
Setelah ditetapkannya lubuk larangan, wilayah
tertentu dari aliran sungai yang melintasi suatu
desa diklaim oleh warga komunitas desa
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setempat sebagai ‘miliknya’. Tidak seorang pun
boleh memperoleh dan memanfaatkan
sumberdaya yang ada di dalam lingkup wilayah
sungai tersebut, khususnya ikan, sebelum tiba
saatnya warga desa menetapkan periode waktu
perolehan dan pemanfaatan. Walau klaim telah
diberlakukan oleh komunitas desa setempat,
yang diperbolehkan memanfaatkan sumber-
daya ikan di wilayah sungai itu hanyalah mereka
yang berpartisipasi dalam festival pembukaan
lubuk larangan. Hal itu menandakan bahwa hak
perolehan sumberdaya it ternyata bersifat
terbatas, vakni pada para partisipan festival
saja, dan tidak pada semua warga komunitas.

Kemampuan merajut institusi

Munculnya kesadaran dan interpretasi
baru untuk menempatkan sumberdaya alam
(sungai) sebagai milik bersama (commen prop-
erty resources) vyang dikelola untuk
kepentingan bersama, bukan lapi atas dasar
kepentingan individual semata, haruslah
didukung oleh seperangkat pranata atau aturan
main (refe-in-use). Adanya perangkat aturan
tersebut penting sebagai acuan berperilaku para
individu anggota kolektif yang punya
kepentingan terhadap sumberdaya itu. Dalam
konteks itulah komunitas setempat (desa)
membuat rajutan institusi (crafring instimtion)
berupa seperangkat aturan, hak dan kewajiban,
serta sanksi atas pelanggaran yang lahir dari
kesepakatan bersama dalam musyawarah desa.
Adanya keragaman aturan antar desa
menunjukkan daya adaptasi yang dimiliki oleh
warga komunitas desa yang melaksanakan
sistem pengelolaan lubuk larangan sesuai
dengan kebutuhan mereka. Yang paling asasi
dari rekayasa atau perajutan pranata itu adalah
prosesnya  yang berlangsung melalui
konsensus dalam wadah musyawarah desa.

Partisipasi setara

Konsensus mengenai aturan main dalam
pengelolaan lubuk larangan diperoleh melalui
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cara musyawarah di tingkat desa. Keragaman
persepsi, konsepsi, motif dan aspirasi yang
sebelumnya ada dalam alam pikiran dan
kesadaran warga dalam memposisikan
keberadaan sungai dan kekayaannya melalui
konsensus tadi, direduksi dan diformulasikan
secara baru. Hasil dari wpaya ini 1alah
munculnya komitmen untuk memperlakukan
sungai—yang menjadi arca terlindungi (lokasi
lubuk larangan)—sebagai milik bersama yang
harus dikelola dan dipelihara untok
kesejahteraan bersama.

Pencapaian konsensus dan komitmen
tersebut dimungkinkan oleh adanya peran serta
vang setara dan adil di kalangan warga
komunitas desa dalam mengelola lubuk
larangan itu. Artinya, keputusan untuk
merubah status sungai dari sumberdaya akses
terbuka menjadi akses terbatas tidak ditempuh
oleh segelintir elit desa saja, yang biasanya
cenderung bias dan tidak adil. Keputusan
ditempuh melalui mekanisme musyawarah yang
memberi hak dan peluang bagi semua warga
desa untuk menyatakan pendapatnya. Setiap
peserta musyawarah berbak mengemukakan
pendapat dan pandangannya. Berdasarkan itu
semua, dibangunlah suaty kompromi yang
menguntungkan semua pihak. Semua orang
berhak untuk terlibat aktif dalam panitia
pengelola lubuk larangan. Walau pada
akhimnya, tidak semua orang dapat duduk dalam
susunan kepanmitiaan lubuk larangan (yang
masa kerjanya setahun dan dievalvasi setiap
akhir masa kerja), setiap warga desa punya hak
kontrol terhadap hasil pekerjaan pamitia,

Adanya hak kontrol dan setiap warga
terhadap kinerja panitia pengelola mendorong
panitia  untuk benar-bepar  melayani
kepentingan publik (komunitas desa), bukan
kepentingan sendiri atan golongan. Hal ity
terlihat dari terjadinya perubahan-perubahan
dalam komposisi kepanitiaan yang dilakukan
setelah mengevaluasi kinerja panitia
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schbelumnya. Orang yang dianggap tidak
mampu mengartikulasikan konsensus, aturan
main, dan tidak dapat melayani kepentingan
publik, biasanya akan digeser dalam susunan
kepanitiaan pada periode berikumya. Mereka
yang duduk dalam kepanitiaan tidak harus
orang-orang yang menduduki posisi formal di
desa (misalnya aparatus desa), dan tidak dipilih
berdasarkan level-level stratifikasi sosialnya di
desa. Acuan yang sangat esensial dalam
menyaring orang yang terpilih untuk duduk
dalam kepanitisan adalah tingkat keterpercaya-
an seseorang di mata warga masyarakamya.
Saling percaya

Mencuri ikan di dalam kawasan lubuk
larangan bukanlah suatu pekerjaan yang sulit
untuk dilakukan oleh siapa saja. Aliran sungai
yang ditetapkan sebagai lubuk larangan tidak
seluruhnya berdekatan langsung dengan
pemukiman penduduk, sehingga tidak mungkin
untuk diawasi terus menerus siang dan malam.
Di beberapa desa, lokasi lubuk larangan cukup
jauh dari keramaian, terlindung di balik bukit.
Tempat itu pun jarang dilintasi orang, Pencur
juga dapat melakukan aktivitasnya pada malam
hari, ketika sebagian orang sudah tertidur pulas.
Selain itu, tidak ada pagar yang dibuat khusus
untuk mengurung areal lubuk larangan. Semua
bantaran sungai dan bagian hulu mavpun hilir
lokasi lubuk larangan tetap dibiarkan terbuka.
Namun demikian, lubuk larangan dapal tetap
secara relatif terpelihara dari tindakan
pencurian.

Hal itu dimungkinkan karena adanya sikap
sling percava (rrusr) yang sudah tumbuh dan
bersemi di dalam diri warga komunitas, Mercka
percaya bahwa hasil pengelolaan lubuk
larangan akan dimanfaatkan untuk kepentingan
‘bersama warga komunitas, bukan untuk
melayani kepentingan pribadi atau golongan.
Mereka juga percaya bahwa panitia vang dipilib
untuk mengelola lubuk larangan i akan bekerja
dengan baik, sungguh-sungguh dan jujur,
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schingpa warga tidak perlu kuatir akan adanya
perilaku ‘pagar makan tanaman’. Kalau pun
mereka kemudian menemukan fakta adanya
pelangparan yang dibuat oleh oknum panitia,
warga berhak menuntut pertanggung-
jawabannya dan memberikan sanksi pada si
pelanggar. Aturan meéngenai sanksi yang sudah
disepakati akan diberlakukan secara tegas, jujur
dan adil, serta tidak diskriminatif. Kalau
sescorang melakukan pelanggaran, maka aturan
hukum diberlakukan.

Sikap saling percaya itulah yang menjadi
basis tetap langgengnya pengelolaan lubuk
larangan. Seperti disebutkan oleh Fukuyama
(1995}, sikap saling percaya atau frusr
merupakan suatu harapan yang tumbuh di
dalam masyarakat melalui adanya perilaku yang
koperatif, jujur dan konsisten, yang didasarkan
pada norma-norma yang dimiliki bersama oleh
seluruh warga, atau bagian, suatu masyarakat,
Sikap saling percaya itu menjadi perckat aturan
main dari apa yang mercka sepakati (dimensi
ideasional), dengan perilaku individual (dimensi
perilaku).

Kesimpulan

Dua contoh kasus yang disajikan dalam
tulisan  ini  memperlihatkan  kontras
pendayagunaan investasi modal sosial dalam
rangka pelaksanaan pembangunan. Walau
unsur-unsur pembangunan partisipatif sudah
diakomodasikan pada tataran konsep, kasus
Taring Pengaman Sosial (JP8) PDM-DKE harus
tetap dilihat sebagai bagian dari pola
pembangunan rezim masa lalu. Potensi moedal
sosial belum bisa dikembangkan dalam
pengelolaan JPS tersebut. Periode pelaksanaan
proyek berlangsung sangat singkat (3 bulan).
Campur tangan birokrasi pun masih sangat
kuat, terutama di tingkat kabupaten hingga ke
desa. Selama budaya birokrasi masih
dikungkung tradisi paternalistik, dan program
pembangunan masih tetap dipandang sebagai
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privilese para pejabat, maka potensi modal
sosial masih sulit untuk tumbuh dan
berkembang.,

Di sisi lain, pengelolaan lubuk larangan
berjalan lestari hingga belasan tahun.
Komunitas lokal telah mampu mengembangkan
investasi modal sosial dengan menciptakan
infrastruktur sosial yang kondusif untuk
tumbuhkembangnya potensi modal sosial itu.
Dengan struktur sosial yang reladf egaliter di
tingkat desa sehingga menjamin munculnya
partisipasi yvang setara dan adil bagi semua
warga, maka proses-proses pengambilan
keputusan dapat berlangsung secara
demokratis,

Persoalan yang kemudian muncul ialah:
apakah pengembangan modal sosial itu dapat
berhasil pada lingkungan sosial yang lebih luas
dan lebih besar skalanya dari komunitas desa?
Menurut hemat saya, juga mengacu pada hasil
kajian Ostrom (1992), Putnam (1993) dan
Fukuyama (1995), pengembangan investasi
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